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ABSTRACT 

"A STUDY OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING 
EVALUATION IN SUKAMARA REGENCY" 

ALI ISW At'lDI 
ali76iswandi@,gmail.com 

Graduate Studies Program Indonesia Open University 

The purpose of this study was to analyze the effectiveness and efficiences of 
the law No. 25 of 2004 about the National Development Planning System in 
Sukamara Regency, and to analyze the factors that supported and obstructed 
in making of its planning documents. This research used Qualitative 
method. The result of this research showed that the process of making local 
regulations was suitable with the mechnism of legislation, however it did 
not involve the role of the stakeholers, such as the private sectors and 
society. The findings of this research stated that evaluation and participation 
were needed in preparing the document for development planning at the 
Sukamara Regency. The evaluation was done to choose and determine the 
priorities of the various alternatives known as Ex-ante evaluation (Planning 
Evaluation). The evaluation was one of aspects in managing the 
development. The results of the evaluation could to be used as 
considerations in the next decisions. The process of making the RKPD in 
the Sukamara Regency in 2015 was done by involving various 
stakeholders, such as from the regional gorvemment, the Representative of 
Sukamara regency, and delegations from universities. Beside that, it also 
involved the community leaders and religion leaders as the recognition of 
the establishment of the moto of Sukamara Regency, whichwas 
"Developing Sukamara from the Village". Their involvement have been 
begun since the Implementation of Development Planning Consultation of 
the Village Level. the district level, SKPD Forum until the Musrenbang in 
Sukamara Regency. 

Keywords: Planning Document, Mechanism, Regency of Sukamara. 
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ABSTRAK 

"STUDI EV ALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH DI KABUPA TEN SUKAMARA" 

ALI ISWANDI 
ali76iswandi(@gmail.com 

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif dan efisien.Undang
undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN) di Kabupaten Sukamara dan 
mengetahui fa.ktor-faktor pendukung serta penghambat penyusuna 
dokumen perencanaan tersebutn. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses 
penyusunan perda telah sesuai dengan mekanisme peraturan 
perundang-undangan yang ada, akan tetapi tidak melibatkan peran 
serta stakeholder terkait seperti pihak swasta dan masyarakat. Temuan 
penelitian ini menyatakan perlunya evaluasi dan partisipasi dalam 
rangka penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Sukamara 
Evaluasi juga dilakukan untuk memilih dan menentukan skala 
prioritas dari berbagai altematif kemungkinan cara yang telah 
ditetapkan sebelumnya yang dikenal dengan evaluasi Ex-ante (Evalusi 
pada tahap perencanaan). Evaluasi merupakan salah satu aspek dalam 
siklus pengelolaan pembangunan yang hasilnya dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
selanjutnya. Adapun Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Sukamara 
Tahun 2015 ini dilaksanakan melalui proses yang melibatkan berbagai 
stakeholders atau pcmangku kepentingan antara lain dari unsur 
Pemerintah Daerah bersama jajarannya, unsur DPRD Kabupaten 
Sukamara, Kelompok Ahli Pembangunan Kabupaten Sukamara 
sebagai perwakilan/delegasi Perguruan Tinggi. Disamping itu 
melibatkan juga kalangan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama 
sebagai perwujudan dari Moto Pembangunan Kabupaten Sukamara 
yaitu "Membangun Sukamara Dari Desa". Keterlibatan tersebut 
dimulai sejak dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Tingkat Desa Terintegrasi, Tingkat Kecamatan. Forum 
SKPD sampai dengan Musrenbang Kabupaten Sukamara yang 
dilaksanakan pada tangga 27 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015. 

Kata Kunci: Dokumen Perencanaan, Mekanisme, Kabupaten 
Sukamara. 
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BAB IV 

HASa DAN PEMBAHASAN 

A. KOlldisi Umam Wllayala. Peaelitian 

Kabupaten Sukamara mempakan salah satn Kabupaten yang termasuk 

dalam konsep Kabupaten Sukamara daJam Sulramara Metropolitan. Urban 

Development Project (SMUDP). Terletak pada perbatasan Kahupaten I .amandau 

dengan Kabupaten Kotawaringin Barat. Jarak Kabupaten Sukamara dengan 

Kabupaten Kotawaringin Barat banya sekitar 22 km dan jarak Kabupaten 

Sukamara dengan Kabupaten Lamandau juga sekitar 21 km atau- dengan kata lain 

jarak tempuh ke Kabupaten Kotawaringin Barat dari Sukama.ra maupun dari 

Lamandau sekitar 20 menit perjalanan. 

Luas wilayah: Kabupaten Sukamara adalah 3.827 Km2 atau 382.700 Ha atau 

kurang Jebih 2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari 

hutan, rawa, sungai, dana~ g~nangan air, pantai dan tanah lainnya. Secara 

geografis Kabupaten Sukamara terletak pada 2°19' sampai dengan 3°07' Lintang 

Selatan (LS) dan 110°25' sampai dengan 111°9' Bujur Timur (B1} dengan batas

batas wilayah sebagai berikut : 

• Sebelaft Uiara 

• Sebelah Timw: 

Berbatasan dengan Kecamatan Lamanda.u dan 

Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau; 

Berbatasan dengan Kecamatan Kotawaringin Lama 

dan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten 

Kotawaringin Barat; 

58 
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59 

• Sehda.11 Selataa Betbatasan dengan Laut Jawa; dan 

Berbalasan dengan Kabupaten Kdapang Pmvinsi 

Kalimantan Barat. 
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'° 
Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Sukamara tenfui dari 5 (Inna) 

kecamatan. yaitu : Kecamatan Sukamara, Kecamatan JeJai, Kecamatan Balai 

Riam, Kecamatan Pantai Lunci ( diresmikan tanggal 15 Juni 2006) dan Kecamatan 

Pennata Kecubung (diresmikan tangga.1 17 Juni 2006). Kecamatao Pantai Lunci 

dan Kecamatao Pennata Kecubung merupakan kecamatao baru sesuai Penta 

Kabupaten Sukamara Nomor 03 Tahon 2006 tanggal 12 April 2006 tentang 

pembentukan Kec.amatan Permata Kecubung dan Pantai Lunci yang selanjutnya 

diundangkan pada tanggal 05 Mei 2006. Wilayah kecamatao terbagi menjadi 3 

keluraban dan 29 desa. Jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah menurut 

kecamatan disaj.ikan da1ain tabel beri1rut : 

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Sukamara terdiri dari 5 (liina) 

kecamatan, yaitu : Kecamatan Sukamara, Kecamatan lelai, Kecamatan Balai 

Riam, Kecamatan Pantai Lunci ( diresmikan tanggal 15 Juni 2006) dan Kecamatan 

Pennata Kecubung ( diresmikan tanggal 17 Juni 2006). Kecamatm Pantai Lunci 

dan Kecamatan Pennata Kecubung merupakan kecamatan baru sesuai Perda 

Kabupaten Sukamara NOIDOr 03 Tahon 2006 tanggal 12 April 2006 tcntang 

pembentukan Kecamatan Pennata Kecubung dan Pantai Lunci yang selanjutnya 

diundangkan pada tanggal 05 Mei 2006. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 3 

kelurahan dan 29 desa. Jumlah desa/kelurahan dan Joas wilayah menurut 

kecamatan disajikan dalam tabel berikut : 
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Tahel:4.1 
J1Ulllall Desai Kehlnlwl du Las Wdayalt Berdasubll Kaaataa 

ll"· • .s.kulant 2115 
Pa••ase 

No Kaam•lan Kdmallaa Dcsa Lus la I '•pLus (Km2) y-, - P,4) 

L Sulramara 2 6 1.028 26,86 
2. Jdai 1 4 796 20,80 
3. BalaiRiam - 8 539 1~08 
4_ Pantai Lunci - 4 8M 21,01 
5. Permata IC 

~ 

7 660 17,25 -
JlJMLAH 3 29 3..127 I•,• 

Persentase Luas Keca1111ta1 lelliadap Luas Kabupalen f"') 

21.81 r a SllirallBa ·1 
1. •.lelllii ( 
~ Dllil&Riam I 
i I 
~ OAllllaii l.unci ! 
~ •R!nnlla~ I 

Gambar4.2 
Pe:rseatase·Lus Keamabul terlladap LllaS Kalnlpafell 

1. Swmher Daya I.aha• 

Ketinggian 

Ketinggian tempat mempakan saJah satu f3k.tor penentu keseqsaian lokasi 

untuk invemasilbudidaya pertanian da1am arti 1uas. Setiap tanaman memerlukan 

ketinggian tempat yang sesuai .agar dapat berproduksi optimal ldak Kabupateo 

SUkamara berdasalkan ketinggian dari permukaan 1aut dan perseldase tingkat 

kemiringan menurut Kecamatan sebagai ben"'kut : 
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Tabel :4.2 

K.efuaui .. Kab•patell S.kamara dalam Heldar (Ha) 

Tinggi dari Perww\M* 
No Kec:amatan Kcmoiapn Laut (mcttr) 

I 2 3 4 
1 Sukamara 0 - 100 8 - 15 
2 Jelai 0 - 25 0 - 8 
3 BalaiRiam 7 - 100 8-15 
4 Pantai Lunci 0-25 0-8 
5 Pennata KecubUIJ£ 7-100 8 - 15 

Swnber : Sekretorial Doerah KabllpOten SUmnara . 

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa Kabupaten Sukamara sekitar 40% 

terletak: pada ketinggian -0 - 25 m dpl. Daerah ini dipengaruhi oleh pasaog surut 

dan penggunaan lahan yang cocok adalah untuk tambak, kelapa, 

mangrove/konservasi pantai dan sawah, tergantung pada parameter fisik dan 

kimia taoah. Daerah lainnya yang terletak pada ketinggian 7 - 100 m dpJ sekitar 

60% yang peruntukan penggunaannya cocok untuk perkebunan, pertanian tanah 

kering dan sawah tadab hujan. 

2. Sumber Daya Air 

IklilD 

Informasi data iklim sangat diperlukan dalaln pengembangan tanaman 

semusim, maupun tahunan karena iklim merupakan fuktor penentu sistem 

produksi pertanian yang sulit diprediksikan. Oleb karena itu dalam melakukan 

evaluasi untuk 1ahan pertanian, kondisi ildim barns benar-benar diperbatikan 

sebagai salab satu syarat tumbuhnya tanaman. Bila karakteristrK: fisik clan struktur 

tidak mendukung untuk tanaman, maka lahan tersebut tidak bisa untuk. 

dikembangkan. 
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Hujan sebagai salab satu unsur iklim merupakan komponen ekologi utama 

pemasok: air dalam sistem produksi tanaman. Namun, karena karakteristiknya 

yang memang sangat dinamis, beragam, dan sulit dikendalikan, maka ketersediaan 

air yang berbarap dari curah bujan sering mengancam sistem produksi tanaman 

tersebut Sebagai akibat dari sifut ekstrimnya yang kadang rnelebihi kebutuhan 

maupun kekeringan tanpa ada hujan. 

Dengan demikian, maka keseimbangan air yang tersedia dan jmn1ah air 

yang dibutuhkan bedluktuasi menurut waktu. Akrl>at keadaan tersebut., pada 

periode tertentu akan terjadi kelebihan air, dan pada periode terteotu lainnya 

terjadi kekurangan air, yang mungkin pada saat periode pertumbuhan 

tanaman/ikan/udang air sangat dibutuhkan. Stagnasi ketersediaan air tersebut 

hams dapat diketahui sebelum membangun kebuo/tambak agar TeSik:o kegagalan 

panen yang diakibatkan oleh kekurangan/kelebihan air lebih kecil. Resiko tersebut 

dapat diketahui dengan cara menyusun potensi masa tanam berdasarkan 

perhitungan neraca air. 

Unsur-unsur iklim yang sangat penting daJam budidaya pertanian dan 

perikanan adalah; curah hujan, jumlah bulan basah/kering, suhu, kelembaban dan 

lama penyinaran matahari. Data iklim tersebut diperoleh dari Stasiun Penangkar 

Hujan Pangkalan Bun selama 5 tahun dari tahun 2012 - 20126, dapat dilihat pada 

tabel berilrut : 
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Tabet: 4.3 
Banyaknya CuraJa. H11jaa (mm) di Kabupatea Sukamara 

Ta•wa281S 
Mm r..nlaU....1-> 

I 2 
Jamrari rJ91 
Februari 2D8.4 
Naret 423.8 
April 193.li 
Mei 3'll7 

_ Junj Tl!U 
Juli 38.G 
Agustus r.rlJ 
September 48.9 
Okt.oher lil..7 
Nopen0r 308.4 
Desember 2Dll4 , .. - l9'l2.4 

21114 2'11i42 
2DCf 2D6GJI 
21112 21117.D 
2111 3.IWi 

Unsur-unsur ildim yang sangat penting dalam budidaya pertanian dan 

perikanan adalah; curah hujan, jumlah bulan basahlkering, suhu, kelembaban dan 

lama penyinaran matabari. Data ildim tersebut diperoleh dari Stasiun Penangkar 

Hujan Sukamara selama 5 tahun dari tahun 2011 - 2015. Untuk memprediksi 

karakteristik: suhu udara; kelembaban nisb~ dan penyinaran matabari di kecamatan 

digunakan data-data dari Stasiun Klimatologi dari Stasiun Klimatologi Pangkalan 

Bun. Dengan luas areal kurang lebih 379.000 Ha, yang mencakup wilayah 

Kabupateo: S-ukamara terdiri dari Kecamatan Sukam~ Kecamatan Jelai, dan 

Kecamatan BaJai Riam. Sungai ini memiliki panjang 200 km, kedalaman rata-rata 

5 meter dan lebar rata-rata 100 meter dengan pola drainase anastomic (berkelok-

kelok), danDAS Mapam. 

Berdasarkan identifikasi terbadap Peta Geologi Bersistem Indonesia, 
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Lembar Pangkalao Bun, 1513, 1ahun 1994~ bahwa bagian hulu (bagian kecil) dari 

sungai ini berasal dari daerah Landfonn Group Volkan fonnasi tua yang 

beraksi gunung ap~ lava,. andesit, dan tuf yang bersifilt resisten. Sedangkan bagian 

se1anjutnya hingga ke hilir melewati Jandfonn Group Aluvial dengan lrelompok 

tanah yang terbentuk dari baban induk: batuan sediment yang mm.pong pasir, 

lempung dan sisa-sisa taoaman dan bersifilt mudah tererosi • 

.Jualalt Pendaduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Sukamara tahun 2014 sebaoyak 53.190 jiwa, 

terdiri dari 28..259 (53.,21 %) laki-laki dan 24.931 (46 .. 79 %) jiwa perempuan 

dengan rasio pelbandingan an1ara lali-lali dan perempuan (sex mtio) sebesar 

1,13. Rata-rata kepada1an penduduk 13,90 j:iwa/km2
, deogan btegori penduduk 

jarang serta pertumbuhan penduduk selama tiga tahlDI terakbir (2012-2014) 

sebesar 3,42 %. Jmnlah penduduk per Kec:amatan disajikan pada 1abel beriJrut : 

Tahd:4.4 
Jumlah Peadlldttk per Kera .. «a• di Kabapatm Salwnara 

benlasarku Je.is Kdaaaia Tait- 2814 

2 
II. .fl.Al UB'l 
02. PANTAI UJll:I 1.269 
Il3. SllAIARA G..:m 
04. BAlAI llfAll 2.J'l4 
05. IUMATA IHlllDIG 3.286 

...... 2114 14.2~ 
2ID Cl745 
2ll'l tmlll 
2ID1 12.238 
2012 l2ll3li 

s.m-: /la/lmatSbdistih/Jap;ttm~ 2fll5 

3 
1JA1 
2..781 
l'l.!M 
4.l'lD 
6118 

28.259 
ll.111 
2'd.llK 
24.119 
23.B19 

4 
2.4114 
Zli59 
am 
3.59'l 
4111!1 
24.!a 
241111 
2'llli9 
21..427 
21.073 

5 
4.B51 
5.439 
23.B'll 
7Jfil. 
lt.717 
5U!IJ 
5l.DI 
47.IJ'l3 
~.706-

44.952 
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Tahel:4.5 
J•mla• Pelld1Hlak mealll'llt RllDlalt Ta.ma daa 

Jenis Kdamia per K.....-.tu di Kahwpmtea s.bmara 
Benluarlraa Usia T.._ 2115 

!' I 

I bli-bli l'IPI ..--lllil a I 

I 2 3 
0 -4 2.!l'lli 1193 
5-9 - 'Bl 

111-14 m rm 
15 -l!t 2412 2111 
211 - 24 'lli/7 ZR! 
2!i - 2!I 2913 2!iKI 
311- 34 25B'l 24G8 
35 - 39 mil 'O!l. 
4D -44 2f"i5 035 
45-49 m rm 
511 -54 m m 
55 -59 148 624 
60- 64 592 447 
65- 69 3lli 253 
m-~ m li9 
J5. 1911 :m 

200 27.111 24.11111 
m 25.1114 2"1.lli!I 
2111 24.119 21. 411 

Snlitr: IJalae /l&1t SbrJd la/q;tb!n SfJfarmra 2115 

Tabel:4..6 

...... 
111111 

7 
5.19 
5.ITl 
4.li9IJ 
4.512 
5.llli7 
5.556 
5.11511 
4..1174 
3.8911 
28'15 
2llliU 
l.31'l 
tm!I 
559 
3Bli 
4el 

Penet1tase PetldtulU. be ..... 111' 15 Tall- ke atas·yug hdrerja mem•nt 
lapanga• pekerjaall atama an- 2815 

•: 5 , .. jaw .... 

ll'ertaaian 
2..Pata1mp&Pa....-. 
3. l.istri Ii Ar .. 
4. 11anpm &lamb.a 
5. Pei-dagaugait 
G. lndmlri Pei9'i1m 
7.~&r.....ililli 
B.. llitnk & l.m&.ga 1-nngm 
9.Jasa-ja? ...... 

Pa 

4 
57.111 
D.111 
3.50 
0.111 
4.04 
14.28 
2.34 
om 
fl.Ii .. 
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Tabd:4.7 
Baayabya Sdmlall, Garm daa Muid -•ntjalis _... 

di Kampatai Slduuura Tali- 2e1s 

.Jen Selwlall ,......_ Sekolalt 

] 2 
--

2. Sekolah Dasar (SD) S3 
3. Sdrolah Meneogah Pertama (SMP) 18 
4. SekolahMenengah Atas (SMA) 8 
5. Sdrolah Meneogah Kejmuan (SMK) 3 

2014fl915 124 
2013/l814 U6 
2912/letl 107 
281112812 191 
211212811 96 

lan~Tabel . 

.JellB Sekolall .Judall Gtml 

l 2 

2. Sekolah lla<iar' (SD) 5'3 
3. Sekolah Mmengah Peilama (SMP} 264 
4. Sekolah Meneogah Atas (SMA) 158 
5. Sekolab Meoeogah Ktjuruan(SMK) 72 

2114/ZllS 1237 

21Ullll4 1192 
ZOll/2113 1192 
Hll/2812 1117 
211212911 861 

Lanjutan Tabel 

Jam Sekel* J•mlallMuid 

I 2 

I. Taman Kanak:-kanak: l.815 
2.. Selrolah Dasar (SD} 6.496 
3. Sekolah Menengah Pedama(SMP) 2.618 
4. Sekolah Meneogah Atas (SMA) 1.248 

5. Sekolah Meoeogah Kejwuan (SMK) 619 

2014/2115 127'111 

201312814 12478 
201212913 11939 

291112112 11518 

281212111 tl422 

67 
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3. Kondisi Elwaomi; 

Potensi Unggulan Daerah 

Wilayah Sukamara terbagi dalam lahan yang berbeda seperti hutan. rawa. 

sungai, danau/genangan pantai dan tanah lainnya Melihat kesesuaian lahan yang 

bervariasi sangat cocok untuk tanaman keras dan perkebunan, sedangkan 

disepanjang aliran sungai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air sungai 

dapat diusahakan untuk jenis tanaman pangan; 

I. Kehutanan 

Memiliki Potensi hutan kurang lebih 185.500 Ha yang tersebar di 5 (lima) 

Kecamatan yaitu Sukamara, Balai Riam, Jelai. Pantai Lunci. Permata Kecubung. 

Secara keseluruhan di peruntukkan untuk Cagar Alam. Hutan Lindung, Hutan 

Produksi Terbatas. Hutan Produksi, Hutan Transmigrasi. KPPL dan KPP. 

2. Pertambangan 

Potensi pertambangan tersebar di 5 (lima) Kecamatan yang sangat 

menjanjikan untuk diusahakan, sarnpai saat sekarang belum pernah dilakukan 

explorasi/penelitian secara menyeluruh. Untuk sementara potensi tambang yang 

baru termonitor melalui observasi permukaan tanah diperkirakan terletak pada 

pada beberapa kecamatan yakni : 

a. Batu Pennata Kecubung di Kecamatan Pennata Kecubung dan Kecarnatan 

Balai Riam 

b. Pasir Kuarsa dan Koalin di Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai 

Bijih Besi dan Pasir Zirkon (pasir puya) di Kecamatan Permata Kecubung 

dan Kecamatan Pantai Lunci. 
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c. Batu Belah. Batu Kapur, Kerikit dan Tanah Liat di Kecamatan Balai Riam 

d. Batu Apung, Andesit, Basalt di Kecamatan Balai Riam 

3. Pariwisata 

Kabupaten Sukamara memiliki beberapa obyek wisata yang cukup potensial 

dan sangat menarik untuk dikunjungi karena memiliki ciri kekhasan tersendiri. 

Obyek wisata yang dimiliki antara lain : 

a. Pantai 

Pantai-pantai yang dapat dikunjungi sebagai pariwisata panorama alam dan 

pariwisata bahari meliputi Pantai Kuala Jelen, Pantai Tanjung Ni~ Pantai 

Tanjung SeJaka, Pantai Sungai Ramis, dan Pantai Kampung Baro. 

b. Bukit Patung 

Merupakan dataran tinggi yang membentuk. bukit-bukit dengan panorama 

alam yang sejuk dan alami serta bemuan.sa budaya tradisional. lokasi ini berada di 

Kecamatan Balai Riam. 

c. Danau Burung 

Daerah ini memiliki daya tarik tersendiri. pada musim tertentu didatangi 

sekelompok burung-burung liar yang langka untuk bersarang dan bertetur . Danau 

ini mempunyai luas kawasan ± 76.110 Ha. 

Sungai Jelai 

Merupakan perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan 

alur sungai yang alarnnya rnasih alarni dan segar untuk dinikmati karena merniliki 

daya tarik tersendiri. 
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d. Seni Budaya 

Masyarakat Sukamara tennasuk masyarakat yang sangat menghargai seni 

budaya, memiliki keragaman budaya yang multi etnis sehingga dapat 

memperkaya kesenian budaya setempat 

Budaya-budaya yang sarnpai saat ini masih terjaga lestari di rnasyarakat 

Sukamara antara lain., Pantun Selok.a, Barongsai, Seni Qosidah. Tari Japen., 

Hadrah dan sebagainya. 

B. Hasil Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini untuk mengetahui jawaban responden 

terhadap data-data yang ingin didapatkan oleh Penulis. Adapun jawaban 

responden saat wawancara dengan penelitian tentang Studi Tentang Evaluasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Sukamara yang terinci dibawah 

ini. Jawaban responden di sajikan dalam resume yang menjawah pertanyaan dari 

setiap pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara Good Governance adalah 

proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan stakeholders yang luas 

dalam bidang ekonomi, sosial dan politik suatu Negara dan pendayagunaan 

sumber daya alam, keuangan dan manusia menurut kepentingan semua pihak 

dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi dan transparansi. 

Mengingat cakupan prinsip-prinsip Good Governance yang begitu Juas, 

menyangkut 10 prinsip versi UNDP yaitu (partisipasi, penegakan hukum, 

transparansi, kesetaraan, daya tanggap. wawasan kedepan, akuntabilitas, efisiensi 

dan efektivitas, berorientasi consensus. saling ketergantungan) maka dalam 

penelitian ini Penulis membatasi Good Governance yang diteliti hanya pada aspek 
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parrisipasi dan transparansi di Bappeda Kabupaten Sukamara. untuk 

mempersempit dan memfokuskan pennasalahan penelitian. 

Transparansi yaitu keterbukaan atas semua tindakan clan kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-

batik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan 

menjamin kemudahan di dalam memperoleh inf onnasi yang akurat clan memadai. 

Untuk mengukur transparansi aparatur Bappeda Kabupaten Sukamara, dapat 

dilihat dari beberapa indikator, yaitu penyediaan inforrnasi yang jefas tentang 

prosedur- prosedur, biaya-biaya clan tanggung jawab, menyusun suatu mekanisme 

pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, meningkatkan arus informasi 

melalui kerja sama dengan media massa atau fembaga non pemerintahan, 

meningkatnya jumlah masyarakat yang berpanisipasi dalam pembangunan 

daerahnya, berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perUndang-Undangan, 

adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi 

kebijakan pemerintah clan berlakunya prinsip check and balance antar lembaga 

Eksekutif dan Legislati( 

Diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara 

berikut; 

''Bappeda Kabupaten Suicamara se/a/u mensosia/isasikan jadwa/ 
pelaksanaan musrenbang kepada ma~arakat. Setelah Surat Edman Bersama 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional!Kepa/a Bappenas dan Mendagri 
turun, dimana SEB ini meropakan pedoman tata cara dan jadwa/ pelalcsanaan 
musrenbang, dan menpakan landasan hukum pe/aksanaan musrenbang, maka 
Bappe.da Kabupalen Sukamara kemudian membuaL surat u1ulangan jadwal 
pe/aksanaan musrenhang kepada kecamatan, dan .re/anjumya kecamatan a/can 
menyampaikan undangan kepada Kelurahan tentang jadwal pelaksanaan 
musrenbang, la/u Kelurahan langsung akan mengundang masyaralca1 (PKK, 
tolcoh masyarakat. organisasi kepemudaan di/) untuk menghodiri musrenbang 
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terse but". 
(Hruil wawancara September 2016) 

Sosialisasi jadwal pelaksanaan musrenbang cukup mudah untuk diakses 

masyarakat. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk memberikan surat undangan oleh 

Bappeda kepada pihak kecamatan. dan selanjutnya pihak kecamatan akan 

memberikan undangan yang berisi jadwal pelaksanaan musrenbang kepada pihak 

Kelurahan. Jadwat pelaksanaan musrenbang juga dapat diakses oleh masyarakat 

melalui media massa dan dengan membuk.a situs. 

Program pembangunan dalam RKPD akan didokumentasikan Jalu 

didistribusikan kepada masing-masing kecamatan. Dan dikecamatan, pada saat 

reses., yang dihadiri oleh pihak Bappeda, SKPD dan DPRD serta perwakilan 

masyarakat, dibacakanlah program-program usulan masyarakat yang telah 

diakomodir dalam RKPD. Pihak Bappeda akan menjelaskan kepada masyarakat 

tentang alasan aspirasi masyarakat yang telah terakomodr dalam RKPD dan 

aspirasi yang tidak terakomodir. 

Dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Bappeda tidak 

melibatkan masyarakat. Diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara 

dalam wawancara berikut; 

"Afasyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan RKA karena menurul 
Bappeda masyarokaJ tidak memililci kewenangan dalam perumusan RKA, tugas 
ter.sebut hanya wewenang Legislatif dan Eksekutif Tetapi pada tahap sidang 
paripurna DPRD dalam pembahasan RKA tersebut dapat dihadiri o/eh 
masyarakat. Sedang ado responden yang me-,Yawab daJam peTfYUSlD1011 RKA 
melibatkan masyarakat, sebab persepsi mereka masyarakat dalam ha/ ini adalah 
DPRD yang dipilih rakyat sebagai waki/ mereka dalam penye/enggaraan 
pemerintahan ". 
(Hasil wawancara September 2016) 

Terkait dengan dokumen APBD hasil wawancara menyatakan dokumen 
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tersebut tidak dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dokumen APBD 

hanya dapat diakses pada saat sidang paripura DPRD dalam pembahasan RAPBD, 

tetapi tidak disebar luaskan secara bebas kemasyarak.at, misalnya dalam bentuk 

publikasi di media massa atau internet. Serta di Bappeda selalu me1ibatkan unsur 

masyarakat dalam merumuskan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah 

(RKPD). 

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak 

dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang 

menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang 

diambil mencenninkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi 

berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar 

masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya Jalur komunikasi ini meliputi 

pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara 

tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui 

perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan. pemantauan, 

evaluasi dan pengawasan secara partisipatif clan mekanisme konsultasi untuk 

menyelesaikan isu sektoral. 

Untuk mengukur partisipasi aparatur Bappeda, dapat dilihat dari beberapa 

indikator, yaitu Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang 

representatif, jelas arahnya. dapat dikontrol dan bersifat terbuka. Kemampuan 

masyarakat untuk terlibat dalarn proses pelayanan publik, fokus pemerintah 

adalah memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi serta 
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adanya akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat. 

Rancangan Awai RKPD merupakan kwici penting dalam menentukan 

kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awai menginformasikan 

arah prioritas dan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan 

serta rancangan pagu indikatif yang dapat dijadikan acuan bagi setiap SKPD 

untuk menyiapkan rancangan Renja SKPD, dengan demikian Rancangan Awai 

RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun 

yang direncanakan Penyusunan Rancangan Awai RKPD merupakan tanggung 

jawab Kepala Bappeda, untuk itu Bappeda membentuk tim penyusun RKPD yang 

bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen RKPD. 

Prinsip-prinsip Penyosunan Rancangan Awai RKPD 

Hal prinsip yang harus diperhatikan dalarn penyusunan rancangan awal 

RKPO adalah: 

t. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMO, dengan demikian maka 

penyusunan Rancangan Awal RKPD hams mengacu pada RPJMD. serta 

memperhatikan usulan-usulan SKPO yang tertuang daJam prak.iraan maju 

yang diajukan tahun sebelumnya. 

2. Substansi utama yang tennuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi 

a. Isu strategis daerah 

b. Kerangka ekonomi daerah 

c. Arah kebijakan keuangan daerah 

d. Pagu indikatif SKPD dan indikasi alokasi dana desa 

e. Program dan prioritas kegiatan 
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3. lnfonnasi pagu indikatif bagi setiap SKPD (dan indikasi alokasi dana desa 

bagi Kabupaten/Kabupaten) merupakan informasi yang wajib disampaikan 

dalam rancangan awal RKPD. Ketersediaan infonnasi ini akan sangat 

dibutuhkan oleh setiap SKPD (dan desa untuk Kabupaten/Kabupaten) 

sebagai acuan dalarn merumuskan rancangan rencana kerja SKPD (dan 

rencana kerja tahunan desa). Pagu indikatif tersebut juga herfungsi sebagai 

koridor pendanaan dalam pembahasan forum SKPD (serta pe1aksanaan 

musrenbang desa dan musrenbang kecamatan), sehingga proses 

pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien. 

4. Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan oleh Tim Inti Penyusunan 

RKPD yang prosesnya dilakukan secarapartisipatif. 

5. Penyusunan rancangan awal RKPD dapat dimulai segera setelah dicapainya 

persetujuan hersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD 

untuk pelaksanaan tahun sebelumnya (sekitar bulan Desember). 

Selanjutnya., paling lambat pada akhir bulan Januari Rancangan Awal 

RKPD sudah selesai disusun dan disebarkan kepada setiap SKPD dan unit 

kegiatan. 

Sesuai dengan Tupoksi Bappeda yang salah satunya adalah melakukan 

penelitian dan penyusunan data statistik hasil pelaksanaan pembangunan daerah 

yang telah ditetapkan sebelumnya sebagi bahan pelaporan kepada Kepala Daerah. 

Dalam Bappeda selalu melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan 

realisasi program pembangunan dalam RKPD, dimana tugas melaksanakan 

pengawasan I monitoring terhadap program pembangunan daerah dilakukan oleh 
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bidang monitoring dan pelaporan. sesuai dengan Keputusan Kabupaten Sukamara 

Tentang Uraian Tupoksi Dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Sukamara No: 061-

2412/SK/2001, bidang monitoring dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Bappeda Kabupaten Sukamara dibidang monitoring dan pelayanan 

serta mengevaluasi dan membuat laporan hasil-hasil proyek pembangunan daerah 

Kabupaten Sukamara. 

Musrenbang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun 

rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Dalam 

pelaksanaan musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari 

musrenbang Kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang SKPD dan 

musrenbang Kabupaten, masyarakat berhak untuk berpartisipasi di dalamnya, 

dalam rangka mengaspirasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. 

Musrenbang Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para 

pemangku kepentingan tingkat desa/Kelurahan untuk menyepakati rencana 

kegiatan tahun anggaran berikutnya. Penyelenggaraan musrenbang desa/ 

Kelurahan menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah. dan difasilitasi/disupervisi 

oleh camat yang bersangkutan di bawah koordinasi kepala Bappeda. 

Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah pembangunan 

bersama para pemangku kepentingan tingkat kecamatan. PenyeJenggaraannya 

menjadi tanggung jawab Camat yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh 

Kepala Bappeda Kabupaten/Kabupaten. Musrenbang SKPD yaitu wahana 

pembahasan dan konsolidasi program/kegiatan untuk memperoleh kesepakatan 

bersama mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang 
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direncanakan tennasuk prioritas dan earn penanganannya. dengan cara membahas 

dan mensinergikan antar.t prioritas kegiatan pembangunan basil musrenbang 

kecamatan dengan rancangan Renja SKPD yang bersumber dari Renstra SKPD. 

Sedang musrenbang Kabupaten merupakan musyawarah para pemangku 

kepentingan di tingkat Kabupaten/Kabupaten untuk mematangkan rancangan 

RKPD Kabupaten/Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD basil forum SKPD 

dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya 

digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD. 

Musrenbang dapat dilaksanakan jika telah dikeluarkan Surat Edaran 

Mendagri tentang tata cara dan jadwal pelaksanaan musrenbang. Surat Edaran 

tersebut sebagai tandasan hukum bagi Bappeda setaku fusititator dafam 

perencanaan pembangunan daerah untuk mengeluarkan surat undangan atas nama 

Bupati perihal penyelenggaraan musrenbang Kelurahan dan musrenbang 

kecamatan, yang mana undangan tersebut akan disampikan kepada pihak 

kecamatan dan selanjutnya pihak kecamatan akan menurunkan surat undangan 

perihal penyelenggaraan musrenbang Kelurahan pada pihak Kelurahan. 

Selanjutnya Kelurahanlah yang langsung mengundang penvakilan masyarakat 

setempat yang berkompeten untuk ikut berpartisipasi dalam forum musrenbang 

terse but. 

Setelah musrenbang Kelurahan dilaksanakan. maka selanjutnya paling 

lambat minggu ke-3 bulan Februari sudah dilaksanakan musrenbang kecamatan 

dimana salah satu peserta musrenbang kecamatan ini adalah delegasi basil 

musrenbang Kelurahan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan musrenbang SKPD 
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pada minggu ke -I bulan Maret yang juga dapat dihadiri oleh perwakilan 

masyarakat. Musrenbang SKPD ini merupakan forum pembahasan strategis yang 

mempertemukan pendekatan teknokratis dan top-down dengan pendekatan 

partisipatif dan bonom-up. 

Pada tahap musrenbang Kabupaten terkadang minim partisipasi masyarakat. 

Peserta lebih banyak didominasi oleh aparat pemerintah dae~ seperti Bupati. 

SKPD, DPRD, perwakilan Bappeda Pemprov Kalteng. sehingga masyarakat 

enggan untuk hadir. Good Governance merupakan suatu kondisi yang menjamin 

adanya proses kesejajaran., kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta 

adanya sa1ing mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen Good Governance 

yakni, pemerintah (government), rakyat (citizen/ civil society) dan usahawan 

(privat) yang berada disektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata 

hubungan yang sama dan sederajat Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh 

terhadap upaya menciptakan Good Governance. Jika kesaman derajat itu tidak 

sebanding atau tidak terbukti, maka akan terjadi pembiasan dari Good 

Governance (Thoha, 2003:63). 

Oleh karena itu. Good Governance menghendaki adanya keterlibatan 

masyarakat dan swasta dalam setiap tahap penyelenggaraan pemerintahan yang 

dahulu hanya merupakan wilayah pemerintah saja sedang masyarakat hanya 

dijadikan sebagai objek. Salah satu ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan 

adalah perencanaan pembangunan daerah, dimana forum partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan tersebut adalah musrenbang. 

Dalam pelibatan proses penyusunan Musrenbang bahwa pihak swasta 
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selalu/sering dilibatkan dalam proses musrenbang. Hal ini seperti juga 

diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara 

berikut; 

"Da/am Surat Edaran Mendagri tentang tata cara danjadwa/ pe/aksanaan 
musrenbang tidak dicamwnkan secara spesifik peserla musrenbang dari kalangan 
usohawan. Di dalam Surat Edartm tersebut hanya mencantumlum peserta 
musrenbang adalah dari unsur pemerintah daerah don maryaralcot. Sehingga 
menimbulkan kebingungan lerhadap identifikasi stakeholder dari unsur swasta. 
Sebab defenisi konsep usohawan menurut Bappeda masih bias". 
(Wawancara September 201~) 

Sehingga dari wawancara diatas telah ada usaha yang ada dilakukan 

Bappeda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang 

Pemyataan visi ini mengandung makna sebagai berikut: 

I. Perencanaan, mengandung makna untuk mewujudkan pembangunan 

Kabupaten Sukamara sebagai Kabupaten mandiri, maju, sejahtera dan 

berwawasan lingkungan diperlukan tindakan masa depan yang tepat melalui 

urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. 

2 Profesional, tindakan masa depan yang tepat dengan urutan pilihan dengan 

memperhitungkan somber daya yang tepat tersebut dilakukan oleh sumber 

daya manusia perencana yang ahli clan berkualitas dengan menggunakan 

model-model perencanaan di seluruh biadng pembangunan Kabupaten 

Sukamara sehingga dapat terwujud Kabupaten Sukamara yang mandiri, 

maju., sejahtera dan berwawasan lingkungan. 

3. Aspiratif. perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten 

Sukamara tersebut melibatkan seluruh unsur dan lapisan masyarakat, 

organisasi sosial. organisasi kemasyarakatan. dan instansi pemerintah yang 
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ada di Kabupaten Sukamara. 

Sebelum musrenbang daJam rangka pen:yusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) dilakukan, terlebih dahulu Bappeda melakukan tahap identifikasi 

stake holder. ldentifikasi stakeholder dimaksudkan untuk mencari siapa dan dari 

unsur mana yang memiliki kompetensi untuk dilibatkan secara aktif dalam proses 

penyusunan RKPD. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda 

Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut; 

Langkah-1 : 

Langkah-2: 

Langkah-3: 

Langkah-4: 

Menyusun inventarisasi daftar perguman ting~ asosrasr
asosiasi, LSM dan individu yang memiliki kompetensi dalam 
perencanaan pembangunan. Data dapat bersumber dari Bappeda 
sendiri, Kesatuan Bangsa. atau sumber fainnya. 
Melakukan kajian pengalaman dari institusi atau individu yang 
terdaftar dan selanjutnya menentukan siapa individu atau 
institusi yang cocok untuk dilibatkan sebagai tim penyusun, 
fasilitator, narasumber, advisor atau sebagai mitra disJ...'lJS~ dan 
juga menentukan keterlibatan masing-masing dalam keseluruhan 
proses penyusunan RKPD. 
Menyiapkan surat pennintaan resmi dari Bappeda atau Kepala 
Daerah untuk pelibatan para stakeholder dalam proses 
penyusunan RKPD sesuai peran yang dikehendaki. 
Mengundang para stakeholder yang cocok dan sesuai perannya 
dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka 
penyusunan dokumen RKPD. 
(Hasil Wawancara, September 2016) 

Secara teoritis, di Negara-Negara yang menganut faham demokrasi, 

gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat 

berhak turut serta daJam penyelenggaraan pemerintahan yang salah satu ruang 

lingkup penyelenggaraan pemerintahan adalah perencanaan pembangunan daerah. 

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan, 

sebab dengan partisipasi masyarakat maka program pembangunan yang akan 

dilaksanakan lebih tepat sasaran dan efektif, atau dengan perkataan lain sesuai 
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dengan kebutuhan masyarakat. partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena 

masyarakat merupakan salah satu dari stakeholder )''ang mempunyai hak dan 

kewajiban yang sama dalam kegiatan pembangunan. 

Selain itu. masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan. tetapi juga 

sebagai subjek pembangunan. responden juga berpendapat bahwa dengan 

melibatkan masyarakat maka akan diketahui apa yang menjadi aspirasi 

masyarakat HaJ ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten 

Sukamara dalam wawancara berikut; 

"Bappeda sudah mengajalc masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, 
contohlT)la. melalui Kelurahan. Bappeda sudah memosialisasikan jadwal 
pelaksanaan Musrenhang Keluraha11 dan selmifuJnya Kelurahan yang alum 
mengumumkan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses Musrenbang. 
Partisipasi masyarakat da/am pembangunan sangat penting, karena dengan 
melibatkan masyarakat akan dikelahui apa yang merefadi kebutuhan masyarakat, 
sehingga dapat disusun program-program pembangunan yang merupakan 
kebutuhan maryarakat, bukan sekedar keinginan. Selain itu, dengan partfripasi 
mruyarakaJ akan menimbulkan rasa "sense of belonging" (rasa memiliki) 
terhadap hasil-hasil pembangunan, yang berimplikasi ma~aralcal akan turut 
serta memelihara hasil-hasil pembangunan. 
ConJoh: saat ini pembangunan jalan-jalan di Kabupaten Sukmnara hampir 
merata, hampir tidak terdapat lagi jalan-jalan yang rusak. Masyarakat ikut 
menjaga ha.<iil pembangunan dengan mendirikan portal-portal. Jadi jika ada 
kendaraan yang beratnya I ~ilasnya melebihi peringatan beban maksimal 
yang tertulis diportal, maka kendaraan tersebut tidak diperbolehkan melintas. 
Sehingga jalan tidak mudah rusalc.. " 
(wawancara Sep/ember 2016) 

Efektivitas Perencanaan Pembangunan adalah suatu perencanaan yang bisa 

membedakan apa yang seyogianya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, 

dengan menggunakan berbagai sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang 

benar-benar dapat dicapai dan mengambll manfaat dari informasi yang lengkap 

dan tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan 

objek perencanaannya. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda 
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Kabupaten Sukamara dalam wa\\ancara berikut: 

"Dalam perenconaan pemha11gunon doerah, Badon Perencanoan Pembangunan 
Daerah Kabupaien Sukamara berfungsi .-.ebagai fasililalor dalam pelaksanoan 
Musrenbang. yang dimulai dari tingkol Kelurahon, KecamoJan,. F onon SKPD don 
Kabupa1en.. " 
(Ha_'llif wawancara Sep1ember 2016) 

Dari basil wawancara diatas bal ini sesuai dengan teori Aim Abdul Karim 

bahwa untuk melihat efek-tivitas perencanaan pembangunan di Kabupaten 

Sukamara dapat dilihat dari indikahx sebagai berikut: 

L Adanya keterlibatan masyarakat baik sec,ara bngsung ataupun tidak 

langsung (terutama a'ipira.~in:ya) dalaJn setiap pengambilan kebijakan atau 

formulasi rencana yang di buat pemerintah. 

2 Kesesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan 

dilakukan dengan kebutuhan masyarakaL 

3. Terakomodimya aspirasi masyarakat dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD). 

4. T ercapainya suatu tujuan perencanaan pembangunan yang berbasis 

kerakyatan. 

5. Tercapainya tujuan perencanaan pembangunan seswu atw bertepatan 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

Bappeda seialu menganalisis kebutuhan rnasyarakat terlebih dahulu untuk 

dijadikan masukan dalaln penyusunan rancangan awal RKPD. Penyusunan 

rancamran awal RKPO dilakukan oleh Tim Inti Pem11sunan RKPD van2 
'-' .. .. -

prosesnya dilakuk.an secara partisipatif. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh 

Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara da.lam wawancara berikut; 
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"Tim Inti Penyu.mnan RKPD adalah pihak Bappeda. Substansi utama yang 
termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi isu strategis daerah, kerangka 
ekonomi doerah, arah lcebijalcan lceuangan daerah, pagu indikotif SKPD dan 
indikasi alokasi dana Kelurahan, program dan prioritas kegiatan" 
(Hfilil wawancara September 2016) 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan rancangan awal 

RKPD adalah sebagai berikut: 

1. Bappeda melakukan review RPJMD dan kompilasi rancangan 

program/kegiatan setiap SKPD untuk tahun rencana Kompilasi rancangan 

program/kegiatan setiap SKPD ini diambil dari prakiraan maju RKA-SKPD 

tahun (n + l) dari usulan tahun sebelumnya untuk dikonfinnasi kembali 

kepada setiap SKPD. 

2. Bappeda menyiapkan konsep Surat Edaran Kepala Daerah yang ditujukan 

kepada seluruh SKPD, berisikan pennintaan agar setiap SKPD 

mengkonfirmasi, mereview atau memperbaiki usulan atas rencana program 

dan kegiatan tahun rencana yang diajukan pada tahun sebelumnya, dengan 

memperhatikan prioritas daerah. 

3. Kepala Daerah rnengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh SKPD dengan 

dilengkapi formulir-formulir isian/matriks rencana program dan kegiatan 

SKPD yang te\ah disiapkan Bappeda, disertai batas waktu pengernbalian 

fonnulir isian tersebut kepada Bappeda. yaitu seJambat-lambatnya J minggu 

setelah surat edaran disampaikan. 

4. Bappeda menerima pengembalian fonnulir isian rencana program dan 

kegiatan yang telah dikonfirmasi/direview/dievaluasi atau usulan pernbahan 

dari masing-masing SKPD. 
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5. Bappeda melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap matriks-matriks 

program setiap SKPD berdasarkan pengembalian fonnulir isian dari SKPD 

yang dicocokkan dengan hasil review RP JMD, serta hasil monitoring dan 

evaluasi kinerja pencapaian tahun lalu, kemudian menyusun rekapitu1asi 

dengan menggunakan.fonn lampiran B-4. 

6. Sambil melaksanakan langkah (1), (2), (3), (4) dan (5), secara simultan 

Bappeda melalui Tim Intinya menyiapkan dokumen Rancangan A wal 

RKPD secara lengkap. Untuk itu prototype daftar isi dokumen RKPD dapat 

digunakan sebagai pedoman. 

7. Melakukan serangkaian diskusi terfokus dengan beberapa stakeholder utama 

SKPD yang bersangkutan, Perguruan Tinggi, Asosiasi-asosiasi terkait, dan 

komisi di DPRD. khususnya untuk membahas isu strategis dan prioritas 

pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan. 

8. Melakukan pembahasan rancangan awal RKPD yang berisi beberapa 

rencana kerja dengan para Kepala SKPD, guna disepakati sebagai pedoman 

penyusunan rancangan Renja-SKPD. 

9. Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal 

kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh 

SKPD sebagai bahan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja SKPD. 

Rancangan awal RKPD Kabupaten/Kabupaten juga merupakan bahan acuan 

bagi desa/Kelurahan dan kecamatan untuk melakukan Musrenbang 

desa/Kelurahan dan musrenbang kecamatan. 

I 0. Pengiriman rancangan aw al RKPD tersebut disertai dengan catatan agar 
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setiap SKPD menyerahkan rancangan Renja SKPD kepada Bappeda sesuai 

dengan kalender perencanaan yang disampaikan. 

Bahwa program pembangunan dalam RKPD sudah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Sebab program pembangunan dalam RKPD tersebut 

adalah hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam musrenbang, walaupun tidak 

seluruhnya aspirasi masyarakat diakomodir, sebab memperhatikan daftar prioritas 

kegiatan pembangunan dan keterbatasan sumber daya keuangan. Hal ini seperti 

juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara 

berikut; 

"Keterbatasan dana pemerintah dalam APBD, tetapi jika ada program 
pembangunan yang be/um terealisa.'li pada tahun rencana, maka aJcan diusulkan 
kemba/; untuk perencanaan pembangunan daerah yang akan datang, atau dalam 
peruhahan APBD (APBD-P)" 

(Wawancara, September 2016) 

Jikapun nantinya aspirasi masyarakat dalarn musrenbang selalu diakomodir 

dalam RKPD, aspirasi masyarakat yang diakomodir adalah yang sesuai dengan 

daftar prioritas kegiatan pembangunan. Program pembangunan di dalam RKPD 

selalu dirumuskan secara bersama-sama dengan unsur masyarakat. 

Proses penyusunan RKPD dilalui dengan tahap rnusrenbang. Hal ini sesuai 

dengan teori manajemen oleh Henry Fayol bahwa pelaksanaan 

perencanaan/musrenbang tahunan daerah merupakan forum konsultasi dengan 

para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana 

pembangunan dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya kepada 

pihak yang berwenang atau bertanggung jawab pada kegiatan tersebut maupun 

yang berkomitmen untuk melaksanakannya dibawah koordinasi Kepala Bappeda. 
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"Bahwa Bappeda sudah menjalankan prinsip-prinsip Good Governance 
(Partisipasi dan Transparansi). Dalam ha/ partisiprui, Bappeda selalu 
mengundong masyaraknt unJulc ikut serta dala111 perencanaan pembangunan 
daerah yang fon1mnya adalah musrenbang. Sebe/um musrenbang dilaksanakan, 
Bappeda lebih dahulu melakukan identifl.k.asi stakeholder, yaitu untuk mencari 
siapa, dan dori unsur mana yang memililci lcompelemi untulc dilihatkon secara 
aktif dalam proses penyusunan RKPD. Setelah diidentifilwsi, maka Bappeda 
mengundang para stakeholder yang cocok dan sesuai perannya dalam kegiatan
kegiatan yang diselenggarakon dalam rang/ca penyusunan dolcwmm RKPD. 
Menun11 Bappeda partisipasi masyarakat sangat penting sehab keterlibatan 
masyarakaJ dalam proses perencanaan daerah untuk menghasilkm1 Jwnsensus 
dan kesepalcatan atas tahap-tahap penting pengambilan lceputusan perencanaan ". 
(Hasil wawancara September 2016) 

Dalam hal transparansi, Bappeda selalu mensosialisasikan setiap jadwal 

pelaksanaan musrenbang dan mensosialisasikan kembali dokumen RKPD kepada 

masyarakat melalui pihak kecamatan. Penyusunan rancangan akhir RKPD, 

program pembangunan yang diusulkan dalam musrenbang, khusunya yang 

menyangkut kepentingan publik/ masyarakat selalu diakomodir. 

Dalam rancangan akhir RKPD tidak diperbolehkan/diperkenankan 

memasukkan program/kegiatan baru yang tidak melalui proses musrenbang, 

kecuali apabila setelah pelaksanaan musrenbang RKPD kemudian muncul 

kebutuhan program/kegiatan barn yang bersifat darurat, misalnya karena ada 

bencana alam, wabah, atau kerusuhan yang perlu segera ditangani. Untuk itu, 

maka perlu didiskusikan dan mendapat kesepakatan dengan delegasi musrenbang. 

Hal ini seperti juga diungkapkan oleh KepaJa Bappeda Kabupaten Sukamara 

dalam wawancara berikut; 

"Rancangan Akhir RKPD mempakan dokumen final RKPD yang telah 
mengalami serangkaian proses sinergilas dan harmonisasi berbagai pendekatan 
perencanatm (teknolr:ratis, polilis, demolr:ratislpatisipatif, bottom-up dan top
down)". 
(Hasil wawancara September 2016) 
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Dalam penyusunan rancangan akhir RKPD, Bappeda selalu mendahulukan 

aspirasi masyarakat/ kepentingan publik dari pada kepentingan birokrasi. Dengan 

lahimya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, menghendaki agar 

penyelenggaraan pemerintahan dilandasi dengan prinsip- prinsip kepemerintahan 

yang baik atau lazim disebut dengan Good Governance. Apakah Bappeda sudah 

rnenjalankan prinsip-prinsip Good Governance (Partisipasi, Transparansi)? 

Bappeda sudah menjalankan prinsip-prinsip Good Governance (Partisipasi, 

Transparansi) tetapi dalam tingkatan yang "cukup baik''. 

1 Transparansi yang dilakukan Bappeda dalam ha/ me11Sosialisasi/can jadwa/ 
pelabanan Musrenbang (Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, 
dan Musrenbang Kabupaten). Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara 
menyampai/can surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan Afusrenhang ke 
Kelurahan, lalu sela~jutnya Kelurahan akan mengundang masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam Musrenbang tersebut, biasanya sosialisasi yang 
dilakukan Kelurahan dengan membuaJ pengum11man di papan pengumuman 
kantor. 

2 Bappeda akan menyampaikan Surat undangan alas nama Bupati kepada 
Kelurahan atau Kecamatan dengan terlebih dahulu menerima Surat Edaran 
Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan dengan Menteri Dalam 
Negeri Tentang Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Musrenbang. Selain 
itu, lransparansi juga dilerapkan dalam dokwnen-dokumen publik seperti 
dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dapat diakses oleh masyarakat. 
Dokumen RKPD disosialisasikan dalam Musrenbang Kabupaten, sedang 
dokumen APBD dapat diketahui oleh masyarakat pada saat Sidang 
Paripurna DPRD dengan agenda pembahasan Rencana Kerja Anggaran 
(RKA). 

Dalam ha/ partisipasi, Bappeda selalu melaksanakan Musrenbang secara 
bertahap, dimulai dari Musrenhang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan 
Musrenbang Kabupaten. Dimana dalam proses Musrenbang lersebut telah 
melibatkan masyarakat. Namun ada kendala yang dihadapi dalam setiap 
pelaksanaan Musrenbang, yaitu jadwal pelaksanaan Musrenbang yang sering 
tidak tepal waklu dilwrenakon terlamhatnya Surat Edaran Bersama Menteri 
Perencanaan Pembangunan dengan Mendagri ditunmkan ke Kabupaten / 
Kabupaten. Bappeda sudah merelwmendasikan kepada Pemerintah Provinsi agar 
Surat Edaran terse/no dapat diturunkan dihulan November/ Desemher, namun 
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sampai .mat ini he/um mendapat tanggapan dari Pemerintah Ptt'>at dan 
Pemerintah Provinsi. (Has ii wawancara September 2016) 

Apakah dalam menjalankan prinsip-prinsip Good Governance (Partisipasi, 

Transparansi) tersebut Bappeda pemah mengalami kesulitan/ hambatan haJ ini 

seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam 

wawancara berik~ 

Bappeda pemah mengalami kesu/itan dan hambatan dalam me.,Yalankan 
prinsip-prinsip Good Governnace fPartisipasi dan Transparansi). Da/am ha/ 
transparansi misalnya, be/um mak.simal dijalankan, hal ini ler/ihat dari dokumen
dolr:umen publik seperti APBD dan RKPD yang tidak dapat dengan mudah 
diakses oleh ma'>}·arakot luas. Dokumen lersebut hanya dapat dialcses dalam 
forum seperti Musrenhang dan Sidang Paripurna DPRD. Sebah adanya 
kekhawatiran dari Pemerintah Daerah bi/a dolr:umen tersebut dipublikasikan 
secara bebas kemasyarakat luas, maka akan menimbulkan reaksi yang negatif 
dari masyarakal bila mere/ca merasa aspirasi yang mere/ca usung dalam 
Musrenbang tidak sepenuhnya terakomodir dalam RKPD. Pemerintah Daerah 
khawatir akan timbul konflik dan berimplikasi pada terganggunya stabilitas 
politik Kabupaten Sulcamara. Persepi masyarakat awam, lentu191a mere/ca 
menghendaki agar usu/an pembangunan mereka dapat diakomodir sepenuhnya 
oleh Pemerintah Daerah sebagai program pembangunan tahunan yang nantinya 
a/can direalisasikan. Karena masyarakat tidak ma'>ulr. dalam suatu sistem 
pemerintahan, sehingga mereka tidak mengerti bahwa ada mekanisme yang 
mengatur proses pengakomodiran aspirasi masyarakat untuk dijadikan sebagai 
program pembangunan tahunan atau disebut dengan Rencana Ke"fja Pemerintah 
Daerah (RKPD). Bappeda memang berperan sebagai fasilitator da/am 
perencanaan pembangunan. Bappeda bertugas mensosialisasikan jadwal 
pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan, 
Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, sosialisa'ii tersebut da/am 
bentuk Surat undangan yang ditanda tangani oleh Bupati lalu diberikan kepada 
pihak Kelurahan dan Kecamatan. Ketika Musrenbang Kelurahan dila/rsanalcan, 
aspirasi masyarakot a/can ditampung sepenuhnya, lalu Kelurahan akan 
mendokumentasikan aspirasi masyarakot tersebut dalam bentuk proposal yang 
nantinya akan dibahas kembali dalam Muyrenbang Kecamatan. Tidak 
sepenuhnya a'ipirasi masyarakot dalam Afusrenbang Kelurahan diakomodir 
dalam RKPD tetapi horns ditentukan I diidentifikasikan apa yang menjadi ska/a 
prioritas Kecamatan don seterus191a dalam Musrenbang Kabupaten, prioritas 
Kecamatan disesuaikan dengan program priorita'i Kabupaten dan seterusnya 
sampai ketahapan Musrenbang Provinsi dan Musrenhang Nasional. Sehingga 
aspirasi masyarakat pada ting/cat Kelurahan tidak dapat sepenuhnya 
terakonwdir. 
(Hasil wawancara September 2016) 
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Dengan sistem perencanaan pembangunan seperti itulah salah satu 

penyebab minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah 

daerah sudah berusaha untuk menyertakan masyarakat dalam perencanaan 

pembanguna.n yang f orumnya Musrenbang. tetapi pada prakteknya sering terjadi 

Musrenbang Kelurahan yang minim partisipasi rnasyarakat hal ini seperti juga 

diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara 

beriku~ 

Ada haJ yang menyebabkan masyarakal enggan terlibat dalam 
pembangunan.. Hal tersebut antara lain, yaitu sikap apatis masyarakaJ, 
dikarenakan rendahnya pendidikan politik mavyarakat, sehingga mereka tidak 
mengerti peranan dan manfaat serta fungsi diadakannya Alusrenhang, ma..r;ih 
rendahnya alcses terhadap irifonnfili publi/c, kemandirian organisasi warga, 
rendahnya keterlibatan kelompok perempuan dan rendahnya kapa<>itas mengelola 
forum- forum musyawarah. 
(Ha..-,il wawancara September 2016) 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menghendald adanya partisipasi 

masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan yang salah satu forumnya adalah 

Musrenbang. Apakah dalarn Musrenbang. Bappeda sudah mengajak masyarakat 

untuk ikut serta berpartisipasi hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala 

Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut; 

'"Bappeda sudah mengajalc masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan, contohnya. melaJui Kelurahan, Bappeda sudah mensosialisasikan 
jadwa/ pelaksanaan Musrenbang Kelurahan da11 selanjutnya Kelurahan yang 
akan mengumumkan kepada mosyarakat unJuk ikul serla dalam proses 
Musrenbang. Partisipa'>i masyarakat dalam pembangunan sangat peming, karena 
dengan melibatkan nuisyarakal alum diketahui apa ym1g merljadi kebutuhan 
mruyarakal, sehingga dapal disuyun program-program pemhangunan yang 
mernpakan kebutuhan masyarakat, bukan sekedar keinginan. Se/ain itu, dengan 
partisipasi masyarakaJ akan menimbulkan rasa "sense of belonging" (rasa 
memilild} terhadap hasil-hasil pembangunan, yang berimplikasi masyaralcat akan 
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(Hasil wawancara September 2016) 
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Saat ini pembangunan jalan-jalan di Kabupaten Sukamara hampir merata,. 

hampir tidak terdapat Jagi jaJan-:;alan yang rusak. Masyarakat ikut menjaga hasiJ 

pembangunan dengan mendirikan portal-portal. Jadi jika ada kendaraan yang 

beratnya I kapasitasnya melebihi peringatan beban maksimal yang tertulis 

diportal. maka kendaraan tersebut tidak diperbolehkan melintas. Sehingga jalan 

tidak mudah rusak. 

Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbang idealnya 

adalah seperti yang dikemukakan ofeh Sekda Kabupaten Sukamara sebagai 

berikut; 

Masyarakat diundang dalam Musrenbang, dan masyarakat berhak untuk 
menyampaikan aspirasinya. Sistem lwmunikasi yang digunalcan dengan cara 
berdialog antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Dimana Pemerintah 
Daerah menampung aspirasi masyarakat berdasarlum permastilahan
permasalahon yang terdapat dalam kehidupan masyaralcat tersebut. Tetapi dalam 
ha! ini partb;ipasi masyarakat hanya sebata<s penyampaian rupira<sil mamlah
masa/ah pada daerah mereka. lidak da/am haJ menentulcan solusi pemeca/um, 
karena bagian itu mernpakan wewenang Pemerintah Daerah Walaupun secara 
idealnya, dalam perencanaan pembangunan partisipatif saat ini, masyarakat 
wajib dilibaJkan dalam setiap tahapan pemhangunan., letapi penetjemahan 
perencanaan pembangunan partisipatif versi pemerintah berbeda. Menurut sudut 
pandang pemerintah, partisipa'>i masyarakat cukup hanya dalam penyampaian 
aspirasi da/am Musrenhang dan ketika proses penyusunan Rencana Kefja 
Anggaran (RKA). masyaralcat tidak dilibatlcan. karena merupakan wewenang 
pemerintah saja (Eksekutif dan Legislatif). Karena dikhawatirkan partisipasi 
masyarakat dalam seliap lahapan pemhangunan hanya akan menimbu/kan 
dompak high cost. dan mengganggu kon.'lentrasi ketja pemerintoh dan woklu yang 
berbe/it-belit/ lama (red tape.) 
(Hasil wawancara September 2016) 

Aspirasi masyarakat dalam Musrenbang selalu diakomodir dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dikemukakan oleh Sekda Kabupaten Sukamara 

sebagai berikut; 
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"Aspira~i masyarakat selalu diakomodir dalam Musrenbang, tetapi dalam 
tahap pengalwmodiran aspirasi ma~arakal untuk dimasukkan dalnm RKPD 
perlu disaring lcemhali, dengon cara herkoordinasi dengan imtansi-mvtansi 
terkait (SKPD) lalu dirumuskan prioritas pembangunan. Dengan adonya ska/a 
priori/as tersebut dan mengingal terbalasnya sumber daya dana dan waktu, maka 
tidal< sepenuh11ya I se/un1hnya kehendak masyarakat dopat dialcomodir do/am 
RKPD. Dalam APBD memang alokasi anggaran publik (aparratus spending) 
lebih besar dari pada anggaran pembangunan (public spending), yailu 70% 
berbanding 300,,1,. Te!api ha/ tersebut hmrya dilihat dari segi kuontitatif. Yang 
perlu diketahui bahwa 70% aparatus spending itu pun di11gukan untuk penunjang 
kemudahan pelayanan public". 
(Hasil wawancara September 2016) 

Seem-a teoritis., ranah partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak 

hanya mencakup partisipasi daJam perencanaan pernbangunan, tetapi ;uga 

masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam tahap penganggaran, implementasi 

dan evaluasi. Apakah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 

masyarakat dilibatkan seperti halnya dalrun pen}11sunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dikemukakan oleh Sekda Kabupaten Sukamara 

sebagai berikut~ 

Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), partisipasi 
masyarakat diwakili oleh anggota DPRD, adapun mekanisme penyusunan RKA 
yaitu,SKPD mengusulkan anggaran untuk program kerja mere/ca, lalu oleh tim 
penyusun anggaran (Bappeda. Dinas Pendapalan Daerah) dibahas bersama
sama, dan tim memutuskan atau menentukan ska/a prioritas pembiayaan kegiatan 
yang ditentukan, lalu setelah disepakati kemudian diusulkan ke DPRD lalu 
diparipumakan, dalam tahap ini , masyaralwt (Organisasi Kemasyaralcata11, 
LSA1. Pers) diperbolehkan untuk menghadiri. Dan setelah disetujui o/eh DPRD, 
lalu akan dievaluasi oleh Gubernur,jika 10 hari sudah berlalu tanpa tanggapan, 
maka RKA dianggap sah dan merupalwn pedoman penyusunan APBD 
(Hasil wawancara September 20 I 6) 

Secara lebih renci pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran 

daerah dan penyusunan RKA SKPD yaitu: 

Pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah 

dilakukan mefalui 3 (tiga) hal. yaitu: KUA. PPAS, dan RKA SKPD. KUA, PPAS. 
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dan RKA SKPD mernillki fungsi penting dan sangat fundamental karena 

menjembatani proses penerjemahan rencana ke dalam penganggaran. KVA, 

PPAS, dan RKA SKPD disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan 

stakeholder atas tujuan, sasaran. dan target perencanaan dapat direalisasikan. 01eh 

karena itu sangat perlu djperhatikan konsistensi dokumen pereocanaan seperti 

RKPD, Renja SKPD dengan KU~ PPAS, dan RKASKPD. 

Penyusunan rancangan Kebijakan Umurn APBD (KUA). serta rancangan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan tanggung jawab 

Kepala Daerah. Penyusunan rancangan KUA mengacu pada Peraturan Kepala 

Daerah tentang RKPD dan berpcdoman pada Pedoman penyusunan APBD yang 

ditetapkan oleh Menteri Dafam Negeri setiap tahun. Sedangkan penyusunan 

rancangan PPAS disusun setelah terdapat kesepakatan KUA antara Pemerintah 

Daerah dengan DPRD yang menjadi da.sar penyusunan PPAS. 

Sedangkan esensi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah sebagai 

berikut: 

I. Disusun berdasarkan KUA yang telah disepakati 

2. Disusun oleh T APO dan dinas bersama Panitia Anggaran DPRD 

Prinsip-prinsip Penyusunan KU A dan PP A.5 

Penyusunan KUA mengacu pada Perkada RKPD dan penyusunan PPAS 

mengacu pada KUA yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan 

DPRD. Prinsip-prinsip penyusunan KUA dan PPAS adalah sebagai berikut: 

I. Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling 

lambat pada pertengahan bulan Juni. 
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2. Rancangan KUA berisikan antara lain: 

a Pencapaian kinerja dan uraian ringkas identifikasi 

pennasalahan/hambatan dan tantangan utama pada tahun sebelwnnya, 

perkiraan tahun berjalan dan perkiraan tahun yang direncanakan. 

b. Gambaran umum prioritas pembangunan yang diamanatkan dafam 

RKPD 

c. Kerangka ekonomi makro dan implikasinya terhadap sumber pendanaan, 

yang memuat asumsi dan kondisi yang rnenjadi dasar pencapaian sasaran 

tahun rencana, yang menyangkut: ( l) laju inflasi., (2) pertumbuhan 

ekonomi regional~ (3) tingkat pengangguran regional, (4) asumsi Jainnya 

yang digunakan. 

d. Perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun 

yang dircncanakan. 

e. Format KUA diatur dalam Permendagri 1312006 

3. Rancangan KUA dibahas bersama Pemda dengan DPRD 

4. KUA yang telah disepakati menjadi acuan bagi Kepa.la Daerah untuk 

menyusun rancangan PPAS dan selanjutnya rancangan PPAS tersebut 

disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama. 

5. Pembahasan PPAS paJing Jambat dila.ksanakan pada minggu kedua bulan 

Juli. 

6. PPAS memuat Prioritas dan Plafon Anggaran menurut urusan wajib/pilihan 

dan organisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

7. Pembahasan PP AS melalui langkah-langkah bcrikut : 
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a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan. 

b. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan 

c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing- masing program. 

Penyusunan RKA SKPD 

RKA SKPD adafah dokmnen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan. rencana belanja program. clan kegiatan SKPD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

Pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD adalah sebagai berikut: 

1. Disusun berdasarkan KUA APBD dan PPAS yang telah disepakati 

2. Disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka penge1uaran jangka 

menengah daerah, penganggaran terpadu dan anggaran kinerja 

3. Menggunakan prakiraan m~ju perkiraan belanja untuk tahun berikutnya 

4. Menggunakan pendekatan kinerja (masukan dan keluaran) 

5. Penilaian kewajaran dengan Standar Analisis Belanja (SAB) 

6. Pendekatan ASB : Analisis Standar Biaya untuk menilai kewajaran Behan 

Kerja dan Biaya 

7. Sesuai dengan TUPOKSI SKPD 

8. Menggunakan Standar Biaya 

9. Menggunakan Tolok Ukur Kinerja 

10. Terdiri atas belanja langsung (kegiatan) dan belanja tidak langsung 

(periodik atau non kegiatan) 

Prinsip-prinsip Penyusunan RKA SKPD 

RKA SKPD disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
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I. Kepala SKPD dibantu tim penyusun Renja SKPD menyusun RKA- SKPD 

mengacu pada pedoman penyusunan RKA-SKPD yang ditetapkan Kepala 

Daerah tennasuk lampirannya yang mencakup KUA, PPA, kode rekening 

APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga. 

serta mempertimbangkan standar pelayanan minimal (SPM) 

2 RKA SKPD yang disusun menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran 

jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran 

berdasarkan prestasi kinerja. 

3. RKA-SKPD berisikan : 

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD 

2 Rincian anggaran pendapatan SKPD 

3 Rincian anggaran biaya tidak langsung SKPD. 

4 Rekapitulasi rincian anggaran belaaja langsung menurut program dan 

kegiatan SKPD untuk tahun rencana dan tahun berikutnya (n+ I). 

5 Rincian penerimaan pembiayaan daerah 

6 Rincian pengeluaran pembiayaan daerah 

Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan, maka pemerintah berkewajiban untuk memobilisasi 

masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan, dan Perda merupakan saranan 

hukum yang penting bagi jarninan pengakuan keterlibatan masyarakat dalarn 

pemerintahan. Tata earn I prosedur partisipasi masyarakat adalam perencanaan 

pembangunan sudah terlembagakan dalam suatu Peraturan Daerah dikemukakan 

oleh Sekda Kabupaten Sukamara sebagai berikut; 
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Prosed11r partisipasi masyarakat dalam pemhongunan be/um 
terlembagakan dalam suatu Perda, sebab jika pemerinlah daerah ingin 
mengeluar/ron Perda, maka ado prosedur nya yaitu, menunggu /nstrubi dari 
Mendagri. Jnvtruksi ini meropakan landa'>an hukum pembuatan Perda. 
(Hasil wawancara September 2016) 

Terkait apakah Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

implementasi RKPD haf tersebut dikemukakan oleh Sekda Kabupaten Sukamara 

sebagai berikut; 

"Bappeda selalu melakukan monitoring dan evaluasi. sebab hal tersebut 
merupakan lugas po/wk dan fungsi Bappeda bidang moniloringdan pelaporan. 
Setiap triwulan Bappeda alcan memonitor pelalrsanaan pembangunan pada 
masing-masing Saluan Kelja Perangkat Daerah (SKPD). Apakah SKPD tersebut 
sudah menjalankan program keljanya sesuai dengan rencana a/au be/um. Jika 
belum. maka Bappeda akan meminta penjelasan pada tnstansi yang he/um secara 
maskimal menjalankan program keljanya, lalu hasil dari monitoring tersebut 
aluin didokumenla'>ikan dalam laporan yang nanlinya akan disampaikan ke 
Badan Pengawasan Daerah (Bawawla) dan Bupali". 
(Hasil wawancara September 2016) 

Jika dalam pelaksanaan RKPD terjadi suatu penyimpangan, misalnya ada 

program pembangunan yang tidak terealisasi sebagaimana mestinya. maka 

Bappeda melakukan suatu tindakan korektif hal tersebut dikemukakan oleh 

Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara sebagai berikut: 

.. Ya. sesuai dengan Tupoksi Bappeda. makn Bappeda selalu memonitor dan 
mengeva/uasi implemenlasi program-program pembangunan masing-masing 
instansi (SKPD), dengan cara berlwordinasi dengan inslansi ter/cail. Ji/ca ada 
terdapat program pembangunan yang be/um terealisasi, makn Bappeda akan 
kembali mengusulkan program pembangunan yang be/um terea/isa.'\i tersebut 
pada Musrenbang yang akan datang. Sebab memang lidalc sepenuhnya pogram
program pembangunan dalam RKPD terealisaYi sesuai dengan waktu dan 
rencana yang telah ditetapkan mengingat keterbatasan sumber dana keuangan 
dan ska/a prioritru pembangunan ". 
(Hasil wawancara September 2016) 

Mengenai mekanisme yang dilakuan Bappe<ia untuk mengidentifikasi 

kebutuhan masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan 
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Rencana Awai RKPD, hal tersebut dikernukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten 

Sukamara sebagai berikut; 

"Dengan melakukan sisJem jaring asnwra (aspira'ii masyarakal) dalam 
benluk melakulran public hearing; A/au langsung terjun h?lapangan dengan 
melihat dan memantau langsung kondisi .rosial masyarakal. Do/am ha! 
menginventarisir permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya 
(pemlidilran dan h?sehatan), Boppedo herlcoordinasi dengan SKPD /erlcail, lalu 
melalui SKPD tersehul dikumpulkan data-dala I informasi yang menyangkut 
kebutuhan masyarakal. Problem-problem yang disampaikan SKP D me,Yadi inpul 
bagi Boppeda WTtuk pe11J!USUnan rencana awal. Jodi do/om ha/ ini. Boppeda 
berperan sebagai unit perencana. sedang masalah teknis dijalankan o/eh masing
masing SK.PD'". 
(Har ii wawancara September 20 I 6) 

Tentang program-program pembangunan dalain RKPD sudah sesuai dengan 

kebutuhan masyaralat ha1 tersebut dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten 

Sukamara sebagai berikut: 

"Program-program pembangunan dalam RKPD sudah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. sebab program-program pembangunan da/am RKPD 
tersebut adalah hasil akhir dari perefaringan aspirasi masyarakaJ dalam 
Musrenbang. Sehingga merupakan kebutuhan masyarakat, walaupun helum 
sepenuhnya menampung aspirasi ma<;yarakat sebab penentuan program 
pembangunan untuk dimasukkan dalam RPKD adalal1 lwsil se/eksi berdosarkan 
ska/a prioritas dan mengingat keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah ". 
(Hasil wawancara September 20 I 6) 

Kualitas dan efektifitas RKPD ditentukan oleh adanya hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pembangunan daerah dalam 

periode lalu ( l -3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan 

ekstemal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD 

b. Kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pembangunan daerah masa 

kini dalam penyelenggaraan berbagai fungsi. urusan wajib. atau urusan 

pilihan 
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c. Kajian perspektif masa depan daerah: mengantisipasi perubahan- pembahan. 

kecenderungan perkembangan internal dan ekstemal yang diperkirakan akan 

mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dan merumuskan apa yang 

perlu dilakukan agar kinerja daerah dalam pembangunan dapat 

ditingkatkan. lebih efisien, dan efektif 

d. Rwnusan isu dan perma.salahan strategis pembangunan daerah dan 

identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja 

pembangunan daerah 

e. Konsistensi dan hubungan yang jelas antara RKPO dengan visi, misi, dan 

agenda Kepala Daerah terpilih., tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian 

program RPJMD, RKPD. dan Pedoman Penyusunan APBD yang 

diterbitkan oleh MENDAGRI. 

( Penerjemahan yang baik dan sisternatis dari vis~ misi, dan agenda Kepala 

Daerah terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan tujuan (SMAR1). strategL 

dan kebijakan. program. dan kegiatan pembangunan daerah. 

g. Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan 

Standar Pelayanan Minimal 

h. Kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan 

daerah dan kendaJa fiskal daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah 

kebijakan keuangan dan pembiayaan RKPD 

i. Dilakukannya proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam 

keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RKPD dan 

kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan Musrenbang dan 
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Forum Multi StakeholderSKPD. 

Mengenai praktek sistem perencanaan pembangunan daerah pada 

Kabupaten Sukamara, Apakah sudah menerapkan sistem perencanaan 

pembangunan partisipatif secara murni sesuai dengan teori, dimana masyarakat 

dilibatkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan hal tersebut 

dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara sebagai berikut; 

"Sistem perencanaan pembangunan pada Kabupaten Sukamara sudah 
menerapkan Perencanaan Pembangunan Partisipalif. namun Perencanaan 
Pembangunan Partisipatif dalam ha! ini diterjemahlum secara berbeda oleh 
Pemerintah Daerah (Boppeda), dimana Perenconaan Pembangunan Partisipatif 
menurut persepsi Boppeda tidak sekompleks dan seideal teori Perencanaan 
Pembangunan Partisipatif itu sendiri. Secara teoritis, dalam sy.c;tem politik 
demokratis, masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, dengan 
posisi mulia masyarakat tersebut, maka me,Yadikan masyarakat sebagai subjek 
pembangzman, maka lebih jauh, masyarakat sejatinya dilibatkan dalam setiap 
tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Dal ho! pembangunan misolnya. ranah 
partisipasi masyarakat yaitu, pada tahap perencanaan, penganggaran, 
imp/ementasi dan evaluasi. Namun, pada prakteknya teori tersebut jika 
diimplementasikan tidak semudah membolilclcan kedua telapak tangan. Sehingga 
pada tatanan praktis, partisipasi masyarakat hanya dalam penyampaian asprasi 
dalam tahap perencanaan pembangunan yang fornmnya adalah Musrenbang. 
Sedang pada tahap penganggaran, partisipasi masyarakoJ diwakili oleh DPRD" 
(Hasil wawancara September 2016) 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan. pennasalahan dalam 

transparansi anggaran paradoks dengan transparansi dalam musrenbang. Persoalan 

transparansi diatas juga terjadi pada Bappeda Kabupaten Sukamara, dimana hasit 

wawancara didapat infonnasi bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

pihak-pihak yang terlibat adalah unsur pemerintah daerah saja, dan DPRD. 

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara bahwa; DPRD sudah cukup 

dirasa sebagai wakil dari masyarakat. Seperti kutipan wawancara berikut: 

"Do/am penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), partisipasi 
masyarakat diwakili oleh anggota DPRD. adapun me/ranisme penyusunan RKA 
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yaitu,SKPD mengwmlkan anggaran untuk program kerja mereko.. lalu oleh tim 
penyusun anggaran (Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah) dibahas bersama
sama, don tim memutuslran a/au menentukan ska/a priori/as pembiayaan lcegiatan 
yang ditentukan, lalu setelah disepakati kemudian diusulkan ke DPRD la/u 
diparipurna/can, dalam tahap ini, 11U1Syarakat (Organisasi Kemasyarakatan, LSM, 
Pers) diperbo/ehkan unlulc menghodiri. Dan setelah disetujui oleh DPRD, lalu 
akan dieva/uasi oleh Guberm1r, jika JO hari sudah berlalu tanpo tanggapan, 
maka RKA dianggap sah dan merupakan pedo11UJn penyusunan APBD ". 

Informasi hasil interview itu juga diperkuat oleh data yang diperoleh dari 

aparatur Bappeda Kabupaten Sukamara, bahwa datam penyusunan rencana kerja 

anggaran (RKA) Bappe<Ja tidak melibatkan masyarakat. Artinya, Informasi 

mengenai penganggaran masih didominasi oleh para elit pemerintah, dan 

dokumen APBO juga tidak mudah untuk dapat di akses ofeh masyarakat umum. 

Hal ini sesuai dengan inf onnasi yang penulis peroleh dari penyebaran 

wawancara kepada pegawai di Bappe<Ja, babwa dokumen APBD tidak dapat 

dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dokumen APBD hanya dapat diakses 

pada saat sidang paripura DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

APBD. tetapi tidak disebar luaskan secara bebas kemasyarakat. misalnya dalam 

bentuk publikasi di media massa atau internet. 

Padahal dalam tata pemerintahan yang berpusat rakyat atau tata 

pemerintahan partisipatif. kebijakan ditempatkan sebagai proses social dan politik 

tempat warga menegosiasikan alokasi barang dan anggaran public. Kebijakan 

bukan persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokratis oleh kelompok 

orang yang dipercaya untuk merumuskan itu ( biasanya politisi, birokrat atau 

akademisi). Kebijakan merupakan ruang bagi teknisi dan anggota masyarakat 

untuk melakukan interaksi dan menggabungkan pengetahuan. Karena itu 

kebijakan harus melibatkan pihak yang luas, dan agar dapat terlaksana harus 
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menjamin agar kepentingan berbagai pihak sudah dikonfiontasi atau 

dinegosiasikan. 

Ketidakterbukaan pemerintah dalarn mengalokasikan anggaran sehingga 

memuncu1kan interpretasi yang berbeda-beda mengenai prioritas anggaran 

menunjukkan rendahnya transparansi anggaran. Kegagalan pemerintah 

membangun argumentasi yang dapat diterima public dalain menjelaskan 

kebijakan anggaran yang diambil juga menunjukkan rendahnya transparansi 

anggaran. Jangankan untuk memperofeh informasi mengenai anggaran, hanya 

sekedar ingin mengetahui berbagai kegiatan pemerintah saja diperlukan 

pengorbanan yang sangat besar. Hal ini tentu menunjukkan tingkat transparansi 

yang masih rendah. 

Kurangnya informasi tentang kebijakan pemerintah berakibat hak warga 

untuk mengetahui apa yang terjadi dalarn suatu birokrasi public sering kali rnasih 

sangat terbatas. Apalagi untuk memperoleh informasi tertentu yang bersifat agak 

sensitive (karena terkait dengan kepentingan para pejabatnya), misalnya anggaran 

untuk proyek-proyek di suatu birokr.isi. warga pada umumnya tidak memilki 

akses sama sekali. Jangankan warga, para pejabat dan staf yang ada dalam 

birokrasi sendiri seringkali tidak memiliki infonnasi mengenai anggaran proyek 

yang ada dalam instansi mereka. Biasanya yang mengetahui anggaran proyek di 

dalam suatu birokrasi pemerintah hanyalah kepala. pimpinan proyek dan 

bendaharawan proyek. lnformasi mengenai anggaran merupakan barang langka 

yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu di dalam birokrasi. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan. relasi pemerintah daerah dan 
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masyarakat ditandai dengan minimnya disclosure dan diseminasi infonnasi 

kepada masyarakaL Hal ini karena pemerintah daerah merasa tidak berkewajiban 

untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 

masyarakat, karena belum adanya peraturan daerah yang mewajibkan hal tersebut. 

lnfonnasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat lebih merupakan 

"kebaikan'" yang diberikan pemeri.ntah kepada masyarakat. 

Peraturan daerah merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan 

pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, dengan adanya perda 

tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka pemerintah 

berkewajiban untuk memobilisasi masyarakat untuk turut serta dalam 

pembangunan dari hasil penelitian yang dilakukan, pada Pemerintah Kabupaten 

Sukamara Perda tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum ada, 

sesuai dengan basil inlerview yang dilakukan: 

"Prosedur partisipasi masyarakat dalam pembangunan be/um 
ler/embagakan da/am sualu Perda, sebab jika pemeri11Joh daerah ingin 
mengeluarkan Perda, maka ada prosedur nya yaitu, menunggu lnstruksi dari 
Mendagri. Instruksi ini merupakan landasan hukum pembuatan Perda •·. 

Sedangkan transparansi terhadap dokumen akhir musrenbang. yaitu 

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bappeda Kabupaten Su.kamara 

sudah cukup transparan, sesuai dengan hasil wawancara bahwa program 

pembangunan dalam RKPD disosialisasikan kembali kemasyarakat. Program 

pembangunan daJarn RKPD akan didokumentasikan laJu didistribusikan kepada 

masi.ng-masing kecamatan. Atau pada saat reses, yang dihadiri oleh pihak 

Bappeda Kabupaten Sukamara, SKPD dan DPRD serta perwakitan masyarakat, 

dibacakanlah program-program usulan masyarakat yang telah diakomodir datam 
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RKPD. Pihak Bappeda Kabupaten Sukamara juga akan menjela.c;kan kepada 

masyarakat tentang alasan aspirasi masyarakat yang telah terakomodir dalam 

RKPD clan aspirasi yang tidak terakomodir. 

EFEKTIVITAS PERENCANAANPEMBANGUNAN 

Efektivitas Perencanaan Pembangunan adalah suatu perencanaan yang bisa 

membedakan apa yang seyogianya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, 

dengan menggunakan berbagai sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang 

benar-benar dapat dicapai dan mengambil manfaat dari infonnasi yang fengkap 

dan tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan 

objek perencanaannya (fjokroamidjojo, 1994:57). 

Adapun landasan yuridis perencanaan pembangunan saat ini adalah 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan : 

a. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya 

pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalatn pembukaan U UD 

1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. 

b. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden 

yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional yang memuat 

strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian I 

lembaga dan 1intas kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang 

mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah 

kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan 
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kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas 

pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskaJ serta program 

Kementerian/ Lembaga. lintas Kementerian/ Lembaga. kewilayahan dalam bentuk 

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

a RPJP Daerah memuat visi. misi dan arah pembangunan daerah yang 

mengacu pada RPJP Nasional. 

b. RP JM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala 

daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan 

memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, 

strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja 

perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana 

kerja adalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat 

indikatif. 

c. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, 

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan 

daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung 

oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. 

Dalam penelitian ini unit analisa penulis terhadap Efektivitas Perencanaan 

Pembangunan yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan 
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Daerah Kabupaten Sukamara diperoleh data dengan teknik studi dokumentasi 

tentang arah kebijakan program pembangunan Kabupaten Sukamara tahun 2015 

sebagai berikut: 

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2015 

YAITU: 

1. Penangggulangan kemiskinan; 

2. Peningkatan kesempatan kerja. investasi dan ekspor: 

3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan~ 

4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan 

Reformasi birokrasi; 

5. Peningkatan kuafitas sarana dan prasaranaKabupaten. 

Prioritas pembangunan ini ditempuh dengan kebijakan dan kegiatan 

prioritas sebagai berikut: 

1. Penanggulangan Kemiskinan: Arah kebijakan: 

a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang meliputi kegiatan 

prioritas sebagai berikut: 

1) Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 

SO/Ml/SDLB. SMP/MTS. pesantren Salafiyah dan satuan Non

Islam setara SD dan SMP; 

2) Besiswa bagi siswa miskin; 

3) Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional; 

4) Peningkatan pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan prioritas 

sebagai berikut: 
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a) Petayanan kesehatan ketuarga msikin di puskesmas dan 

jaringannya; 

b) Pelayanan kesehatan keluarga miskin di rumah sakit kelas Ill; 

5) Peningkatan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan bagi 

keluarga miskin. 

b. Peningkatan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat miskin yang 

meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut 

I) Pengembangan subsidi kepemilikan rumah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah; 

2) Fasilitas peningkatan kuaHtas kawasan kumuh; 

3) Penyediaan sarana dan prasara pennukiman kumuh. 

c. Penyediaan dukungan pembinaan peningkatan kesejahteraan bagi 

rumah tangga miskin. 

d. Peningkatan perlindungan kepada keluarga miskin. termasuk 

perempuan dan anak. penyandang masalah social dan korban bencana 

yang meliputi kegiatan prioritas sebagai berilmt: 

I) Jaminan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi 

keluarga miskin: 

2) Peningkatan akses infonnasi bagi pelayanan ketahanan keluarga 

serta fasilitas pemberdayaan keluarga; 

3) Peningkatan pendidikan gizi, imunisasi bagi ibu hamil, bayi dan 

balita; 

4} Fasilitasi pembentukan pusat pelayanan terpadu 
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pemberdayaan perempuan (P2TP2); 

5) Pemberdayaan sosial untuk masyarakat miskin; 

6) Bantuan bencana alam dan jaminan social untuk masyarakat 

rentan. termasuk korban bencana alam dan bencana social. 

e. Penanganan masalah gizi kurang dan kerawanan pangan yang meliputi 

kegiatan prioritas sebagai berikut: 

I) Perbaikan gizi rnasyarakat melalui penanggulangan kurang 

energi protein (KEP), anemia gizi besi. gangguan akibat kurang 

yodium (GAKY), kurang vitamin A dan zat gizi mikro lainnya 

pada rumah tangga miskin; 

2) Peningkatan ketahanan pangan yang diprioritaskan pada 

penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga misk.in. 

f. Perluasan kesempatan berusaha melalui peningkatan dukungan 

pengembangan usaha mikro bagi rnasyarakat rniskin yang meliputi 

kegiatan prioritas sebagai berikut: 

I) Penyediaan sarana clan prasarana usaha mikro; 

2) Pelatihan pelayanan usaha teknis manajemen usaha skala mikro; 

3) Peningkatan pelayanan koperasi dalam peningkatan usaha 

mikro; 

4) Pembinaan sentra-sentra produk.si tradisional; 

5) Pembiayaan produktif polausaha bagi hasil/syariah dan 

konvensional. 

g. Peningkatan sinergi dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat 
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yang meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut: 

I) Peningkatan pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui 

program pengembangan kecamatan; 

1) Fasilitas penguatan kelembagaan dan pemantauan unit 

pengaduan masyarakat untuk program penanggulangan 

kemisk.inan; 

3) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin perKabupatenan. 

diantaranya melaui program penanggutangan kemiskinan per 

Kabupaten (P2KP). 

2. Peningkatan Kesempataan Kerj~ lnvestasi dan Ekspor Arah Kebijakan: 

a. Menciptakan hubungan industrial yang hannonis antara pengusaha 

dengan pekerja dengan kegiatan prioritas: 

l) Penyebarluasan infonnasi tentang hubungan industrial antara 

pengusaha dan pekerja; 

2) Penyebarluasan infonnasi hak-hak tenaga ketja dan peraturan 

tentang ketenagakerjaan; 

3) Monitoring dan pengawasan pelaksanaan perlindungan hak-hak 

tenaga kerja di perusahaan. 

b. Penciptaan pasar tenaga kerja yang lebih terbuka dengan kegiatan 

prioritas: 

l) Meningkatkan kinerja balai latihan kerja (BLK) dengan 

menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi; 

2) fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui penguatan 
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kelembagaan. infonnasi pasar yang dapat diakses oleh seluruh 

masyarakat dan penyelenggaraan bursa kerja; 

3) Mewajibkan kepada seluruh perusahaan yang membutuhkan 

tenaga kerja untuk metaporkan kepada kantor tenaga kerja agar 

infonnasi kerja tersebut dapat disebarluaskan. 

c. Meningkatkan usaha promosi potensi daerah dengan kegiatan 

prioritas: 

I) Ikut serta dafam kegiatan pameran promosi daerah di dalam 

negeri maupun diluar negeri; 

2) Meningkatkan kemampuan aparat pengelola investasi dengan 

mengikutsertakan pada kegiatan pendidikan dan fatihan; 

3) lkut serta dalam kegiatan konsultasi investasi baik pada tingkat 

regional maupun nasional. 

d. Meningkatkan daya saing produk industry dan menengah serta 

pengembangan ekspor dengan kegiatan prioritas : 

I) Peningkatan mutu clan penganekaragaman produk industri kecil 

dan menengah melalui pelatihan bagi pengrajin dan 

pengembangan teknologi tepat guna: 

2) Benchmarking pada proses produksi yang identik melalui 

magang didaerah yang unggul dalam produk tertentu; 

3) Pembinaan industri kecil dan menengah serta membantu usaha

usaha untuk menembus pasar ekspor. 

e. Meningkatkan akses UKM terhadap sumber daya produktif dengan 
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kegiatan prioritas: 

I) Perluasan akses pembiayaan melalui bantuan modal usaha; 

2) Peningkatan komoditi unggulan daerah untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi 1oca1 dan memanfaatkan potensi daerah; 

3) Pengembangan jaringan pasar produk UKM dan anggota 

koperasi melalui pengernbangan lembaga pemasaran; 

4) Pemasyarakatan kewirausahaan dan pembinaan untuk memacu 

pengembangan wirausaha barn UKM. 

3. Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Arah 

kebijakan: 

a. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar sembilan 

tahun dengan kegiatan prioritas: 

1) Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 

SDIMI/SDLB, SMP/MTS, Pesantren Salafiyah dan satuan 

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP~ 

2) Rehabilitasi SD/ Ml/ SDLB dan SMP/ MTs; 

3) Pengadaan buku pelajaran SD/ Ml/ SDLB dan SMP/ MTs; 

4) Penyelenggaraan pendidikan alternative tennasuk SMP terbuka. 

Paket A dan Paket B. 

b. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, relevansi pendidikan 

menengah dengan kegiatan prioritas: 

I) Penyediaan beasiswa untuk siswa miskin; 

2) Rehabilitasi SMA/ SMK/ MA. 
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3) Pengadaan buku pelajaran SMA/ SMK/ MA; 

4) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model 

pembelajaran yang mengacu pada standar nasional sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

5) Pembangunan parasarana pendukung mencakup 

perpustakaan termasuk buku bacaannya, laboratorium dan 

workshop; 

6) Penyediaan besiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa 

berprestasi. 

c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas guru dengan kegiatan prioritas: 

I) Sertifikasi profesi bagi pendidik; 

2) Peningkatan kualifikasi akademik bagi pendidik; 

3) Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan; 

4) Pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan 

tenaga kependidikan; 

5) Peningkatan kesejahteraan pendidik termasuk melalui lanjutan 

pengkaryaan guru dan subsidi tambahan jam mengajar untuk 

remedial teaching. 

d. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas 

pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dengan 

kegiatan prioritas: 

I) Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dikelas III rumah 

sakit; 
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2) Pelayanan kesehatan penduduk rniskin di puskesmas dan 

jaringan; 

3} Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar; 

4) Peningkatan ketersediaan obat generic esensial, pengawasan 

obat, makanan dan keamanan pangan serta perbekaian 

kesehatan.. 

e. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 

tennasuk penanganan terpadu flu bunmg dengan kegiatan prioritas= 

l) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk flu 

burung; 

2) Peningkatan imunisasi. 

f. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi 

dan anak balita dengan kegiatan prioritas: 

Peningkatan pendidikan gizi masyarakat~ 

7. Penanggulangan kekurangan gizi terutama pada ibu hamil bayi clan 

anak balita. 

4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih. Berwibawa Dan 

Refonnasi Birokrasi Arah kebijakan: 

a. Melakukan pembenahan system kelembagaan dan manajemen 

pemerintahan Kabupaten agar lebih efektif dan efisien serta 

berorientasi pada peningkatan kinerja instansi clan para pegawai: 

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan profesionalisme 
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SOM aparatur. 

c. Metanjutkan pembenahan manajeman kepegawaian, mencakup system 

renurneras~ data PNS, pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja 

me1alui penyempurnaan DP3 dan penerapan reward dan punishment; 

d. Membentuk dan rnenata system koneksi (inter-phase) tahap awaJ 

nomor induk kependudukan (NlK) yang berintegrasi antar instansi 

yang terkait dengan perpajakan. imigrasi. kepegawaian (PNS). catatan 

sipil clan pelayanan kependudukan tainnya: 

e. Meningkatkan akses partisipasi masyarakat dalain proses pengambilan 

keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta dalam 

metakukan pengawasan terhadap penyefenggaraan pemerintahan; 

f. Fasilitasi peningkatan peran partai politik dalam pelaksanaan 

pembangunan; 

g. Fasilitasi peningkatan efektivitas mekanisme/saluran partisipasi dan 

pengawasan politik masyarakat terhadap DPRD. 

5. Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana .Kabupaten Serta 

Penanggulangan Bencana Arah kebijakan: 

a. Perbaikan jalur hijau sungai: 

b. Rehabilitasi I pemeliharaan prasarana jaJur distibusi utama. seperti 

peningkatan/ pembangunan jalan dan jembatan pada mas arteri primer 

yang mendukung kawasan strategis; 

c. Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan dan penanganan 

daerah rawan kecelakaan; 
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d. Penyediaan prasarana dan sarana dasar rumah sederhana, rumah 

sederhana sehat, rumahlayak huni dan revitalisasi kawasan 

pennukiman kumuh serta pengembangan subsidi pemilikan rumah; 

e. Pembangunan dan perbaikan perumahan berbasis swadaya 

masyarakat; 

f. Peningkatan pasokan air bersih dengan penambahan/pembangunan 

water treatmnent serta perluasan cakupan pelayanan air bersib bagi 

masyarakat~ 

g. Perbaikan dan pembangunan drainase dan air limbah; 

h. Peningkatan sarana dan pra.sarana kebersihan lingkungan dan 

Kabupaten. 

6. Untuk menganalisis Efel-tivitas Perencanaan Pembangunan dapat di lihat 

dengan indikator sebagai berikut: 

a Adanya keterlibatan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak 

langsung (terutama aspirasinya) dalam setiap pengambilan kebijak:an 

atau fonnulasi rencana yang di buat pemerintah. 

b. Kesesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan 

dilakukan dengan kebutuhan masyarakat. 

c. Terakomodimya aspirasi masyarakat dalarn Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). 

d. T ercapainya suatu tujuan perencanaan pembangunan yang 

berbasis kerakyatan. 

e. Tercapainya tujuan perencanaan pembangunan sesuai atau bertepatan 
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dengan waktu yang telah ditentukan. 

C. Pembaltasaa 

Menurut Bappeda. sepanjang masyarakat sudah terlibat dalam Musrenbang 

dan aspirasi mereka ditampung / diakomodir o1eh pemerintah. itulah makna 

Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Dan secara spesifik sebenarnya ada lima 

pendekatan perencanaan pembangunan. dala.tn penyusunan RKPD yaitu 

pendekatan teknokratis. politis. partisipatif. top-down dan bottom-up. 

1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja) 

Dokumen RKPD pada dasamya merupakan suatu proses pemikiran 

strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program 

dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan, sasaran 

pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. 

Penyusunan RKPD pada dasamya sangat erat kaitannya dengan kompetensi 

dalam menyusun, mengorganisasikan, mcngimplementasikan, 

mengendalikan. dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. 

Pendekatan teknokratis bennakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai 

benlmt: 

a. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu. 

b. Rumusan status, kedudukan kinerja pembangunan daerah masa kini. 

c. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi 

penyusunan RKPD. 

d. Rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART 

(specific, measurabl~ achievable, result oriented, time bound). 
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e. Rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan. 

f. Rumusan kebUakan untuk masing-masing strategi. 

g. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana 

(kendala fiskaJ daerah). 
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h. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berflasjs kinerja. 

i. T olok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan 

mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal. 

J. Tolok ukur dan target kinerja kefuaran. 

k. Tolok ukur dan target kinerjahasil. 

L Pagu indikatif program dan kegiatan. 

m. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun 

berikutnya. 

n. Kejela.san siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sa.saran 

dan hasil. dan waktu penyelesaian. termasuk review kemajuan 

pencapaian sasaran. 

2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif. 

Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat 

hat-ha1 sebagai berikut: 

a. Identifikasi stakeholder yang relevan untuk dilibatkan dalam proses 

pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD. 

b. Kesetaraan antara stakeholder dari unsm pemerintah dan non 

pemerintah daiam pengambilan keputusan. 

c. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan. 
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d. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, 

terutama kaum perempuan dan keJompok marjinal. 

e. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD. 

f. Pelibatan media. 

g. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan 

perencanaan partisipatif. 

h. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting 

pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan 

permasalahan., perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas 

program. 

3. Pendekatan Politis 

Pendekatan politis bennakna bah\\'a RKPD memuat hat-hat sebagai berikut: 

a. Konsultasi dengan Kepala Daerah Terpilih untuk penerjemaban yang 

tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih 

ke dalam tujuan. strategi, kebijakan. dan program pembangunan 

daerah. 

b. Keteriibatan aktifDPRD dalam proses penyusunan RKPD. 

c. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD. 

d. Review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RKPD. 

e. Pembahasan terhadap RANPERKADA RKPD. 

f. Pengesahan RKPD sebagai Peraturan Kepala Daerah yang mengikat 

semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan. 

4. Pendekatan Bottom-up 
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Pendekatan bottom-up bennakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk. melihat 

konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih. 

b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan 

masyarakat tenlang prioritas pembangunan daerah. 

c. Mempertimbangkan basil Forum SKPD. 

5. Pendekatan Top down 

Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Sinergi dengan RKP dan RENJA KIL 

b. Sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RPJMD. 

c. Sinergi dan konsistensi dengan RTR WD. 

d. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan 

pembangunan global seperti Millenium Developmenl Goals. 

Sustainable DevelopmenJ, pemenuhan Hak Asasi Manusia. 

pemenuhan air bersih dan sanitasi. dsb. 

Pada Bab ini. dari basil penyajian data yang telah diuraikan pada Bab IV 

akan dianalisa dengan tek.nik analisa data kualitatif. yaitu teknik analisa data yang 

dilakukan berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta. 

data dan informasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang 

diteliti dan kemudian diambil kesimpulan. 

Dari seluruh data dan infonnasi yang telah dik.wnpulkan., baik. melalui studi 
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pustaka. wawancara. pengamatan dan studi dokumentasi. maka dapat diberikan 

suatu anaJisa tentang -1mplikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (Good 

Governance) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan". Dalam 

melakukan analisa terhadap data dan infonnasi, Penulis tetap menghubungkan 

dengan beberapa indikator dalam rnelihat bagaimanakah pelaksanaan prinsip

prinsip Good Governance, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Sukamara. Dalam penelitian ini Penulis membatasi prinsip-prinsip 

Good Governance yang diteliti hanya transparansi dan partisipasi. Sebab 

transparansi dan partisipasi merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan Good 

Govemance, dengan rasionalisasi sebagai berikut: 

Transparansi memiliki impfikasi yang sangat besar terhadap kemampuan 

pemerintah untuk mewujudkan berbagai indikator governance yang lain. 

Misalnya, bagaimana pernerintah dapat menjadikan dirinya partisipatif kalau 

mereka tidak sanggup mewujudkan transparansi. Warga hanya akan mau dan 

dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan jika "'le of 

the game mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik itu 

terbuka dan mudah diketahui oleh warga. Jika hak dan kewajiban warga ketika 

terlibat maupun tidak terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan dapat 

diketahui oleh warga. Jika hak dan kewajiban warga ketika terlibat maupun tidak 

terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan dapat diketahui dengan jelas 

dan mudah, maka warga dapat mengambil keputusan yaitu apakah mereka perlu 

terlibat dalam kegiatan itu atau tidak. Kalau infonnasi mengenai hak dan 

kewajiban tidakjelas dan sulit diketahui warga maka tidak akan ada partisipasi. 
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Transparansi juga memiliki keterkaitaan yang erat dengan akuntabilitas 

publik. Seberapa jauh warga dapat menilai tindakan pemerintah? Tentu sang.it 

tergantung pada transparansinya. Warga dapat menilai tindakan pemerintah 

bersifat akuntabel atau tidak, tergantung pada kemampuan warga untuk 

memahami dengan rnudah apa yang diiakukan oleh pernerintah, mengapa 

pemerintah melakukan, dan seberapa jauh tindakan pemerintah itu sesuai dengan 

nilai-nilai yang ada. Kalau warga tidak memahami apa yang dilakukan oleh 

pemerintahnya. memaharni rasionalitas dari tindakan rtu, serta 

membandingkannya dengan nilai-nilai yang mereka miliki, maka akan sulit untuk 

menilai akuntabilitas dari tindakan pemerintah. Disini mmsparansi memiliki peran 

penting dalam pengembangan akuntabifitas publik karena dengan mewujudkan 

transparansi maka pemerintah setidak-tidaknya telah mempennudah warga untuk 

mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu. serta membandingkannya 

dengan sistem nilai yang ada. Tanpa transparansi maka tindak akan ada 

akuntabilitas publik. 

Transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya 

penegakan hukurn. Salah satu kendala dalam penegakan hukum di Indonesia 

adalah tidak transparannya proses penegakan hokum. Proses penegak:an hukum 

mulai dari penyelidikan di kepolisian dan kejaksaan cenderung tertutup dan tidak 

mudah dipantau oleh publik.. Tidak mengherankan kalau oknum-oknum 

kepolisian dan kejaksanaan sering memainkan kasus hukum untuk kepentingan 

mereka sendiri tanpa dapat diketahui oleh publik. Penentuan dihentikannya atau 

diteruskannya suatu kasus hukum untuk diproses diperadilan seringkaH 
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kriterianya tidak jelas di logika hukum yang tidak dimengerti oleh ma_")'arakat 

luas,, Mereka sering memainkan kasus hukum Wltuk kepentingan pribadi dan 

kelornpok. 

Sedangkan partisipasi merupakan aspek yang penting dalam mewujudkan 

Good Governance sebab Good Governance tidak dirnaksudkan memberikan 

kewenangan hanya kepada pemerintah dalatn proses penyelenggaraan 

pemerintahan. tetapi lebih dari itu hams memperkuat peran dan kedudukan warga 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kesetaraan politik antara warga 

dengan pemerintah ini penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena 

setiap orang sejatinya memiliki hak yang sama dalarn hukum dan poJitik. Artinya, 

setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mempengamhi setiap 

kebijakan berdasarkan kepada preferensinya dan juga kepentinganya. menurut 

rambu-rambu yang telah disepakati dalarn berbagai peraturan perUndang

Undangan. Masyarakat hams memiliki kesempatan ikut berpartisipasi dalam 

segala kegiatan yang ada. mulai pemeriksaan awal masalah, daftar pemecahan 

yang mungkin diambil. pemiJihan satu kemungkinan tindakan. mengorganisasikan 

pelaksanaan. evaluasi dalam tahap pelaksanaan. hingga rnemperdebatkan mutu 

dari mobilisasi atau organisasi lebih lanjut (Sugeng Husain. 2012). 

Lebih lanjut., Indonesia sebagai Negara dengan sistem politik demokratis, 

dimana partisipasi merupakan elemen yang penting. Hal ini didasari oleh 

keyakinan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat. yang dilaksanakan melalui 

kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan kolektit: Anggota masyarakat 

yang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintaban terdorong oleh 
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keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalur atau 

sekurangnya diperhatikan dan sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan yang 

berwenang yang diwujudkan dalam sebuah keputusan. Masyarakat percaya bahwa 

kegiatan yang mereka lakukan mempunyai efek. 

SeJanjutnya. penulis juga akan menganalisa Bagaimana fmplikasi Good 

Governance Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Pada Kabupaten 

Sukamara Analisa juga dilakukan dengan berpedoman pada indikator-indikator 

efektivitas perencanaan pembangunan, dafam hal ini perencanaan pembangunan 

yang diteliti yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 20 l 5. 

Good Governance 

Good Governance adafah proses pengelotaan pemerintahan melafui 

keterlibatan stakeholders yang luas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik 

suatu Negara dan pendayagunaan sumber da}'a alall4 keuangan dan manusia 

menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

partisipasi dan transparansi. 

Partgipui 

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak 

dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. yang 

menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan prinsip 

partisipasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara 

yaitu: 

Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang representatif. 
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jelas arahnya, dapat dikontrol dan bersifut terbuka fokus pemerintah adalah 

memberikan arah dan mengundang masyarakat 1mtuk berpartisipasi. kemampuan 

masyarakat untuk terlibat dalam proses pelayanan publ~ serta adanya akses 

masyarakat untuk menyampaikan pendapat. 

Secara dialektika, perencanaan pembangunan merupakan arena partisipasi. 

yang sesungguhnya memegang peranan penting dalam memperlibatkan apa yang 

akan di1akukan di masa depan terhadap sumber daya yang terbatas. MeJibatkan 

masyarakat dalam pembangunan merupakan upaya yang difakukan pemerintah 

daerah untuk mengelola pembangunan sebagai salah satu upaya kemandirian 

daerah dengan memberikan peran Jebih besar pada inisiatif Jokal dan memastikan 

ikut sertanya dalam penyusunan konsep. perencanaan, pefaksanaan dan 

pengawasan pembangunan. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah hendaknya 

berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui 

program Perencanaan Pembangunan Partisipatif (PPP), dengan membuka lebih 

banyak ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses 

pembangwian.. 

Contoh forum antar pelaku da[am rangka rnenyusun rencana pembangunan 

Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah adalah Musrenbang. Musrenbang 

merupakan forum partisipasi masyarakat yang berjenjang untuk menyelaraskan 

antara proses perencanaan "dari bawah" (bottom up) dan "dari atas" (top down). 

Di forum ini, berbagai pihak menegosiasikan. merekonsiliasikan. dan 

mengharmonisasikan berbagai kepentingan serta kebutuhan dalam pembangunan, 

yang hasilnya adalah berupa kesepakatan bersama tentang prioritas program, 
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kegiatan, dan anggaran pernbangunan daerah. (Wastiono Sadu. 2005: 67). 

~jalan dengan toori tersebut, hasif peneJitian yang diperoleh di Sadan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara, menunjukkan bahwa 

perencanaan pembangunan partisipatif sudah dilaksanakan di Pemerintahan 

Kabupaten Sukamara. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

menghendaki adanya partisipasi masyarakat dalarn perencanaan pembangunan 

yang fommnya adalah musrenbang. 

Musrenbang merupakan suatu instrumen penting untuk menghasilkan 

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan APBD yang responsif terhadap 

kepentingan dan aspirasi masyarakat. Musrenbang yang memenuhi prinsip-prinsip 

tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pelibatan masyarakat 

dalam pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran sangat diperlukan 

untuk menghasilkan RKPD dan APBD yang memenuhi harapan rnasyarakat. 

Perencanaan dan penganggaran partisipatif, dengan melibatkan berbagai 

komponen masyarakat. merupakan salah satu upaya menegakkan transparansi dan 

akuntabilitas pemerintahan daerah. (Wastiono Sadu, 2005:72). 

Dari hasil wawancara dengan Key IJ?forman., diperoleh infonnasi bahwa 

pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Sukarnara selalu diadakan setiap tahun. 

Musrenbang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan nasional dan rencana pernbangunan daerah. Dalarn pelaksanaan 

musrenbang yang diJakukan secara berjenjang dimuiai dari musrenbang 

Kelurahan, musrenbang Kecamatan, musrenbang SKPD dan musrenbang 
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Kabupaten, masyarakat berllak untuk berpartisipasi di dalamnya, dalam rangka 

mengaspirasikan apa yang menjadi kebutuhan masJ•arakat tersebut. 

Musrenbang Oesa/Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para 

pemangku kepentingan tingkat Desa/Kelurahan untuk menyepakati rencana 

kegiatan tahun anggaran berikutnya. Penyelenggaraan musrenbang Desai 

Kelurahan menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah. clan 

difasilitasi/disupervisi oleh camat yang bersangkutan di bawah koordinasi kepaJa 

Bappeda. 

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah pembangunan 

bersama para pemangku kepentingan tingkat Kecamatan. Penyelenggaraannya 

menjadi tanggung jawab Camat yang bersangkutan dan dikoordinasikan ofeh 

Kepala Bappeda Kabupaten/Kabupaten. 

Musrenbang SK.PD yaitu wahana pembahasan dan konsolidasi 

program/kegiatan untuk memperoleh kesepakatan bersarna mengenai 

program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan 

tem1asuk prioritas dan cara penanganannya.. dengan cara rnembahas dan 

rnensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang 

Kecamatan dengan rancangan Renja SKPD yang bersumber dari Renstra SKPD. 

Scdang musrenbang Kabupaten merupakan musyawarah para pemangku 

kepentingan di tingkat Kabupaten/Kabupaten untuk mematangkan rancangan 

RKPD Kabupaten/Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD basil forum SKPD 

dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya 

digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD. 
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Musrenbang dapat dilaksanakan jika telah dikeluarkan Surat Edaran 

Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionai/Kepala Bappenas dengan 

Menteri Dalam Negeri tentang tata cara dan jadwal pelaksanaan musrenbang. 

Surat Edaran Bersama tersebut sebagai landasan hukum bagi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara selaku fasilitator- dalam perencanaan 

pembangunan daerah untuk mengeluarkan surat undangan atas nama Bupati 

perihal penyelenggaraan musrenbang Desa/Kelurahan dan musrenbang 

Kecamatan. yang mana undangan tersebut akan disampikan kepada pihak 

Kecamatan dan selanjutnya pihak Kecamatan akan menurunkao surat undangan 

perihal penyelenggaraan musrenbang Desa/Kelurahan pada pihak 

DesaiKelurahan. Selanjutnya Kelurahanlah yang langsung mengundang 

perwakilan masyarakat setempat yang berkompeten untuk ikut berpartisipasi 

dalam forum musrenbang tersebut lnformasi pelaksanaan musrenbang dapat 

diakses masyarakat dengan cukup mudah, yaitu masyarakat yang berkompeten 

diundang langsung dengan media berupa surat undangan. 

Setelah musrenbang Kelurahan dilaksanakan. maka selanjutnya paling 

lambat minggu ke-3 bulan Februari sudah dilaksanakan musrenbang Kecamatan 

dimana salah satu peserta musrenbang Kecamatan ini adalah delegasi hasil 

musrenbang Kelurahan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan musrenbang SKPD 

pada minggu ke-1 bulan Maret yang juga dapat dihadiri oleh perwakilan 

masyarakat. Musrenbang SKPD ini merupakan forum pembahasan strategis yang 

mempertemukan pendekatan teknokratis dan top-down dengan pendekatan 

partisipatif dan bottom-up. Pada tahap musrenbang Kabupaten terkadang minim 
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partisipasi ma'iyarakat. Peserta lebih banyak didorninasi oleh aparat pemerintah 

daerah, seperti Bupati, SKPD, DPRO, perwakilan Bappeda Pempnw Kalteng, 

sehingga masyarakat enggan untuk hadir. 

Secara dialel"tika main goal dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

yaitu partisipasi memberi pengaruh positif terhadap kinerja/ pencapaian hasil dan 

kepuasan. Artinya semakin menggunakan atau mempraktekkan partisipas~ maka 

semakin meningkat kinerja atau pencapaian basil serta kepuasan. Partisipasi juga 

penting dalam rangka membangun public trust. Kafau masyarakat diberikan 

kesempatan untuk berpartisipasi maka mereka merasa bahwa pemerintah tidak 

menipu mereka, pemerintah dekat dengan mereka, pemerintah dapat dipercaya. 

Sementara itu, kepentfngan mereka mendapatkan pematian dalam kesempatan itu 

karena mereka diberi keleluasaan untuk menyampaikan berbagai pendapat, 

keluhan. dsb. Partisipasi juga diperlukan untuk kepentingan masyarakat sendiri 

agar masyarakat dapat belajar sesuatu yang baru (learning process) clan juga bisa 

mendapatkan keterampilan (gain skills), dan juga untuk pemerintah partisipasi 

diperlukan untuk dapat: meyakinkan masyarakat, membangun trus, mengurnngi 

kegelisahan, membangun strategic alliances, memperoleh legitimasi (gain 

legitimacy). (Wahab, Solichin Abdul. 2002). 

Menurut aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Sukamara partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, sebab 

dengan partisipasi masyarakat maka program pembangunan yang akan 

dilaksanakan lebih tepat sasaran dan efektif. atau dengan perkataan lam sesuai 

dengan kebuluhan masyarakat • bukan sekedar keinginan. partisipasi masyarakat 
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sangat diperlukan karena rnasyarakat merupakan salah saru dari stakeholder yang 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kegiatan pembangunan. Selain 

itu, masyarakat bukan banya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai 

subjek pembangunan. responden juga berpendapat bahwa dengan melibatkan 

masyarakat maka akan diketahui apa yang menjadi aspirasi masyarakat, Selain itu., 

dengan partisipasi masyarakat akan menimbulkan rasa "sense of belonging" (rasa 

memiliki) terhadap hasil-hasil pembangunan, yang berimplikasi masyarakat akan 

turut serta memelihara hasil-hasil pembangunan. 

Dari segi tataran idealis, partisipasi warga dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga wilayah pengambiJan 

keputusan yaitu dalam praktek operasional, keputusan anggaran dan pembuatan 

kebijakan (Poerwadarminta, W .J .S. 1999:5 ). Tiga wilayah keputusan tersebut 

pada dasamya memiliki keterkaitan yang erat mengingat tujuan strategis tertentu 

yang harus diambil pada tingkatan pembuatan kebijakan membutuhkan keputusan 

pada tingkatan anggaran dalam membiayai praktek operasional. Jadi kekuasaan 

warga pada praktek operasional membutuhkan kekuasaan dalrun menentukan 

anggaran. Kekuasaan warga dalam seluruh wilayah pengambilan keputusan ini 

sangat menentukan bag1 derajat partisipasi yang terjadi di suaru pemerintahan. 

Berdasarkan ketiga wilayah pengambilan keputusan ini maka partisipasi warga 

dapat dibagi kedalam beberapa level/tingkatan mulai dari sekedar memberikan 

infomasi. konsultasi, kemitraan, sampai pada level kendali warga. 

Namun dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa partisipasi 

masyarakat hanya terjadi di level operasional. yaitu pada tahap perencanaan 
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pembangunan saJa. sedangkan dalam tahap keputusan anggaran. partisipasi 

masyarakat secara langsung tidak ada, hanya diwakilkan oleh DPRD. Hal ini 

mengindikasikan hubungan antara pemerintah daerah dengan warga dalam 

penyelenggaraan pemerintahan masih didominasi o1eh pemerintah dalam proses

proses perencanaan pembangunan dan penganggaran. Ma'iyarakat hanya 

dilibatkan pada tahap paling awal dari proses perencanaan program dan selalu 

sulit untuk memantau status aspirasi mereka ketingkat berikutnya,. termasuk ketika 

telah menjadi dok:umen anggaran. Dokumen anggaran hanya mungkin diakses 

dengan acara-cara "pintu belakang". Setelah dilibatkan dalam proses penyusunan 

rencana program melalui forum musrenbang.. pada tahap finalisasi rcncana 

program (sebagai basis penyusunan anggaran) ac;pirasi masyarakat hams 

mengalah terhadap rencana kerja unit-unit pemerintah daerah atas nama Renstra, 

RPJMD, RPJPD. danjuga keterbatasan anggaran. 

Disini terbentang hambatan struktural yang rumit bagi partisipasi warga 

yang murni (genuine). Partisipasi yang dikembangkan baru sebatas partisipasi 

simbolik sehingga tidak layak disebut sebagai partisipasi. Pernerintah daerah 

masih memandang bahwa masyarakat bukan elemen penting dalam proses 

perencanaan dan penganggaran dan sudah terwakili di DPRO, sehingga tidak ada 

kewajiban dan keinginan yang kuat untuk melibatkan masyarakat dan 

memperhatikan secara sunguh-sunggh keinginan dan harapan masyarakat dalam 

anggaran. 

Tidak dilibatkannya masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan 

pemerintaban disebabkan oleh ada.nya pemikiran aparatur Sadan Perencanaan 
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Pembangunan Daerah Kabupaten Sukarnara bahwa panisipasi yang mumi hanya 

menyebabkan, membengkaknya biaya dan waktu untuk formulasi kebijakan, 

destabilisasi kekuatan politik, terlalu ideologis dan menjatuhkan beban pada orang 

miskin. Selain itu menurut responden dan Key lrrforman. melibatkan masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan memiJiki hambatan-hambatan. yaitu: sikap 

apatisrne masyarakat.. adanya sikap acuh tak acuh. tidak tertarik atau rendahnya 

pemahaman masyarakat mengenai rnasalah poJitik, dan adanya keyakinan bahwa 

usaha mereka untuk mempengamhi kebijakan pemerintah tidak berhasil. 

TraMpara•si 

Transparansi adalah keterbu.kaan atas scmua tindakan dan kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi mendptakan kepercayaan timbaf

balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan infonnasi dan 

menjamin k.emudahan di dalam memperoleh infonnasi yang akurat dan memadai. 

lndikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi, yaitu: 

Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur. biaya-biaya dan 

tanggung jawab, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang 

dilanggar, meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa 

atau lembaga non pemerintahan. meningkatnya jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya. berkurangnya pelanggaran 

terhadap peraturan perUndang-Undangan, adanya akses infonnasi sehingga 

masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah dan berlakunya 

prinsip check and balance antar lembaga Eksekutif dan Legislatif. 

Praktik Good Governance mensyaratkan adanya transparansi dalam proses 
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penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk 

terbuka dan menjamin akses stakeholder terhadap berbagai infonnasi mengenai 

proses kebijakan public, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam hal transparansi mengenai 

pelaksanaan musrenbang, dimana musrenbang merupakan forwn partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembanI:,JUilan. Bappeda Kabupaten Sukamara 

sudah sangat transparan, Bappeda Kabupaten Sukamara selalu menginformasikan 

jadwal pelaksanaan musrenbang kepada pihak Kelurahan dan kecamatan, 

Bappeda Kabupaten Sukamara juga menginfonnasikan agar dalain pelaksanaan 

musrenbang harus melibatkan perwakilan masyarakat yang berkompeten. Forum 

musrenbang ini pun dilakukan secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah 

oleh masyarakat. Dari kuesioner yang disebarkan kepada responden yaitu pegawai 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara, mengatakan 

bahwa Bappeda selalu mensosialisasikan jadwal pelaksanaan musrenbang kepada 

masyarakat Setelah Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Kepala Bappenas dan Mendagri turun, dimana SEB Menteri PPNS dan 

Mendagri ini merupakan pedoman tata cara dan jadwal pelaksanaan musrenbang, 

dan merupakan landasan hukum pelaksanaan musrenbang. maka Bappeda 

kemudian membuat surat undangan jadwal pelaksanaan musrenbang kepada 

kecamatan, dan selanjutnya kecamatan akan rnenyampaikan undangan kepada 

Kelurahan tentang jadwal pelaksanaan musrenbang, lalu Kelurahan langsung akan 

mengudang masyarakat (kepling. PKK. tokoh masyarakat. organisasi kepemudaan 
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dll) untuk menghadiri musrenbang tersebut. 

Sosialisasi dilakukan dalam bentuk memberikan surat undangan oleh 

Bappeda kepada pihak kecamatan, dan selanjutnya pihak kecamatan akan 

memberikan undangan yang berisi jadwal pelaksanaan musrenbang kepada pihak 

Kelurahan/desa. Jadwal pelaksanaan musrenbang juga dapat diakses oleh 

masyarakat melalui media massa dan dengan membuka situs Sukamara dengan 

web site www.Sukamara.go.id. 

Terhadap afokasi anggaran. secara diatektika masyarakat dan stakeholder 

juga memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai jumlah anggaran yang 

dia1okasikan untuk suatu kegiatan tertentu tennasuk juga alasan yang 

mefatarbefakanginya. Masyarakat clan stakeholder perlu mengetahui seberapa 

besar pemerintah memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat Dengan memiliki akses terhadap informasi mengenai alokasi 

anggaran maka mereka dapat menilai seberapa banyak uang yang dimiliki 

pemerintah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat 

banyak_ Masyarakat dapat mengetahui apakah pemerintah membelanjakan 

uangnya untuk kepentingan rakyat atau hanya kepentingan para pejabatnya. 

Oalam kebijakan pengalokasian anggaran. pemerintah sering tidak 

transparan, pemerintah sering tidak membangunan wacana terbuka mengenai cara 

pengalokasian anggaran. Dengan anggaran yang terbatas, kepentingan siapa yang 

seharusnya memperoleh prioritas? Seberapa besar anggaran yang dialokasikan'? 

Mengapa suatu kegiatan atau kelornpok stakeholders tertentu memperoleh 

prioritas anggaran? Mengapa kegiatan atau kelompok yang lain tidak 
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mempero1eh prioritas dari alokasi anggaran yang sarna? Munculnya pertanyanan

pertanyaan seperti itu menunjukkan bahwa terdapat pennasaiahan dalam 

transparansi anggaran. 

Dari basil wawancara kepada aparatur Bappeda Kabupaten Sukamara 

diperoleh infonnasi yaitu, program pembangunan di dalam RKPO selalu 

dirumuskan secara bersama-sama dengan unsur masyarakaL Menurut responden, 

proses penyusunan RKPD dilalui dengan tahap musrenbang. Musrenbang tahunan 

daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan 

pembangunan untuk membahas rencana pembangunan dan mengalokasikan 

kcgiatan tersebut menurut prioritasnya kepada pihak yang berwenang atau 

bertanggung jawab pada kegiatan tersebut maupun yang berkomitmen untuk 

melaksanakannya dibawah koordinasi Kepala Bappeda. 

Bappeda Kabupaten Sukamara selalu menganalisis kebutuhan masyarakat 

terlebih dahulu untuk dijadikan masukan dafam penyusunan rancangan awal 

RKPD. Bahwa program pembangunan dalam RKPD sudah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat Sebab program pembangunan dalam RKPD tersebut 

adalah hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam musrenbang,. walaupun tidak 

seluruhnya aspirasi masyarakat diakomodir, sebab mernperhatikan daftar prioritas 

kegiatan pembangunan dan keterbatasan sumber daya keuangan. Dalam 

musrenbang selalu diakomodir dalam RKPD, Menurut hasil wawancara bahwa 

aspirasi masyarakat yang diakomodir adalah yang sesuai dengan daftar prioritas 

kegiatan pernbangunan. Dalam penyusunan rancangan akhir RKPD, program 

pembangunan yang diusulkan dalam musrenbang,. khususnya yang menyangk.ut 
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kepentingan publik/ masyarakat selalu diakomodir. 

Dalam rancangan akhir RKPD tidak diperbolehkan/diperkenankan 

memasukkan program/kegiatan baru yang tidak melalui proses musrenbang. 

kecuali apabila setelah pelaksanaan musrenbang RKPD kemudian muncul 

kebutuhan programlkegiatan barn yang bersifat darurat misafnya karena ada 

bencana alam, wabah. atau kerusuhan yang perlu segera ditangani. Untuk itu, 

maka perlu didiskusikan dan mendapat kesepakatan dengan deleg.asi rnusrenbang. 

Rancangan Akhir RKPD merupakan dokumen final RKPD yang tefah mengafami 

serangkaian proses sinergitas dan harmonisasi berbagai pendekatan perencanaan 

(teknokratis, politis, demokratis.lpatisipatif. bottom-up dan top-down). 

Program pembangunan datam RKPD diimplementasikan sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 tahun hal ini disebabkan oleh keterbatasan 

dana pemerintah dalarn APBD, tetapi jika ada program pembangunan yang belum 

terealisasi pada tahun rencana, maka akan diusulkan kembali untuk perencanaan 

pembangunan daerah yang akan datang, atau dalam perubahan APBD (PAPBD). 

IMPLIKASI GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVIT AS 

PERENCANAANPEMBANGUNAN 

Paradigma Good Governance membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam proses pembangunan. Untuk itu periunya perencanaan 

partisipatif untuk membuat perencanaan betul-betul relevan dan legitimate di mata 

rakyat, serta mengurangi resiko benturan antara pemerintah dan rakyat. Sehingga 

perencanaan tidak perlu dijadikan Sukamara tempur, melainkan hams di 

perlakukan sebagai arena mempertemukan antara visi-misi besar pemerintah 
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dengan aspirasi dan prakarsa masyarakat. Perencanaan bukan lagi sebagai sebuah 

keputusan politik dari pihak yang memerintah untuk diterapkan kepada yang 

diperintah, melainkan sebagai arena bersama untuk membangun kemitraan antara 

pemerintah dan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang bermakna tentu 

harus menggabungkan antara kebijakan pemerintah dan parakarsa masyarakat itu. 

Menurut Toha, Miftah, (l 99 l :77) partisipasi merupakan jembatan antara 

kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat, sehingga perencanaan daerah 

harus dilakukan dengan model dari bawah (bottom-up planning) atau sering 

disebut dengan perencanaan pembangunan partisipatif. Bagaimanapun, 

perencanaan partisipatif yang melibatkan rakyat itu akan mempunyai tiga dampak 

penting: (I) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi; (2) memberi nilai 

tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, dan (3) meningkatkan kesadaran 

dan keterampilan politik rakyat. Dengan demikian partisipasi masyarakat di 

harapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif, dimana 

suatu perencanaan yang efektif dalam dimensi ini adalah, perencanaan yang 

mampu secara tepat menetapkan pilihan. yang disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi yang ada. Maka, perencanaan pembangunan hams mengacu pada 

beberapa kebijakan terkait meliputi: kebutuhan rakyat melalui analisis kebutuhan. 

kapasitas pemerintahan daerah, kondisi sosial I konteks sosial dan eksternalitas 

(dampak) kebijakan. 

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh tentang penelitian 

"Efektivitas Perencanaan Pembangunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2015) dan dihubungkan dengan indikator-indikator efektivitas perencanaan 
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pembangunan. maka Penulis mengintetptetasikan.. bahwa Rencana Kerja 

Pemerinlah Daerah Kabupaten Sukamara dinifai sud.ah Efclrtif. Dengan 

rasionalisasi, bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Sukamara dan arah 

kebijakan pembangunan Kabupaten Sukamara yang tennuat dalam RKPD tahun 

2015 sudah diarahkan untuk kepentingan masyarakat, yang mernuat kebutuhan 

dasar warga dibidang kesehatan., pendidikan. kesempatan kerja., infra struktur dan 

penan&,uulangan kemiskman. dimana kebutuhan rakyat ini diperoJeh dari basil 

anafisis kebutuhan dan dafam dokumen RKPD tidak 

diperbolehkan/diperkenankan memasukk.an pmgramikegiatan barn yang tidak 

melalui proses musrenbang. Dokumen RKPD Tahun 2015 yang dinilai sudah 

sesuai dengan preferensi masyarakat adalah konsekuensi fogis dari adanya 

partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebutuhan mereka yang forumnya 

adalah musrenbang dan transparan.si Bappeda Kabupaten Sukamara dalam 

mensosialisasikan jadwal pelaksanaan musrenbang. 
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A. KESll\IPULAN 

BABV 

KESIMPlJ'1.A.i~ DAi.~ S.\Rk""i 

Berdasarlran hasii penelitian. maka diiarik kesimpulan ienlang: Bagaimana 

Pelalsanaan Prinsip-Prinsip Good Gm·eTIJalre (Partisipasi Dan Tran_~) di 

Badan Pereocanaan Pembangunan Daerab Katrupalen Sulramara dm Bagaimana 

lmplikasi Good Gm't?mance Terhadap Efdni"ilas Perencaoaan Pembangunan~ 

yang akan dimmbn ~ berikut.: 

J. Badan Pereocanaan Pembaogunan Daerah K.abupalen Sukamara sudah 

menjalankan prinsip-prinsip Gt)(){/ Gonmtta11a tpanisipasi dan tranparansi) 

dengan cukup haik_ Perencanaan juga diartibn sebagai suatu proses 

pengarnbilan keputusan yang berdasarlran f3kta.. mengenai t~ 

yang hams diJaksanakan demi ten:.apajnya rujuan ,yang diharapkan 3lau yang 

dikehendaki. Ses.uai dengan Undang-undang NOIOO(' 25 Ta.bun 2004, tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maJra Sisaem Pereocanaan 

Pembangunan Nasional mencakup liina pendekatan )aitu.: ( J) politik,. (2) 

telrnokratik., {3) pmtisipati{, t4} alaS-bawah (top-do\\:n)_ (5) bawah-atas 

(bottom-up)_ Ahli-ahli teori perencanaan publik mengemukakan beberapa 

proses pereocanaan (J) permcanaan teknokrat: (2) perencanaan panisipatif. 

(3) pereocanaa.n t.op-dlw.n: (4) perencanaan bonom up. Walaupun 

Pelaksanaan prinsip-prin~p tersebut belum begitu maksimal dilalrukan 

sesuai dengan lalaran teoritis., sebab ada hambalan-hambalan dala.tn 

menja!anbnn_ya Part:isipasi ma~arakat dabm ivenyclenggaraan 
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pemerintahan misalnya, belum sepenuhnya masyarakat dilibatkan dalam 

seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu daJam praktek 

operasional, keputusan anggaran dan pembuatan kebijakan. Partisipasi 

masyarakat hanya terdapat pada tahapan operasional. yaitu perencanaan 

pembangunan yang forumnya musrenbang. Sedang datam keputusan 

anggaran~ masyarakat tidak. dilibatkan. hanya pihak DPRD dan SKPD saja 

Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah masih memandang babwa 

masyarakat bukan etemen penting dalam proses penganggaran dan sudah 

terwaklli di DPRD. Perencanaan akan berhadapan dengan problem mendasar 

yakni bagaimana teknis pengetahuan perencanaan yang efektif dalam 

menginfonnasikan aksi-aksi pubrik. Atas dasar tersebut maka perencanaan 

didefinisikan sebagai komponen yang menghubungkan antara pengetahuan 

dengan aksi/tindak.an dalam wilayah publik. Pada prinsipnya. Friedmann 

menyatakan perencanaan harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat 

banyak. Perencanaan juga merupakan pekerjaan yang menyangkut wilayah 

publik maka komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang 

terlibat sangat dibutuhkan sehingga hasil perencanaan dapat dibuktikan dan 

dirasakan manfaatnya Beberapa manfaat perencanaan dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

I. Sebagai infonnasi keputusan yang tepat untuk di1akukan 

Perencanaan memberikan acuan dalam mempertirnbangkan secara 

seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara 

melaksanakannya Di dalam kenyataan, terdapat banyak alternatif 
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mengena1 apa yang dapat dilakukan dan bagaimana cara 

melaksanakannya. Oleh sebab ~ dengan adanya acuan yang sudah 

''terpilih" akan memudahka.n semua pihak untuk mengarnbil keputusan 

yang sebaik-baiknya. 

2. Sebagai panduan kegiatan dan monitoring. Tersedianya acuan tertufis 

yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program. Dengan adanya 

acuan tertulis,. diharapkan dapat mencegah terjadinya salah pengertian 

(dibanding dengan pemyataan tertutis) dan dapat dikaji ufang 

(dievaluasi) setiap saat, sejak sebelum, selama. dan sesudah program 

dilaksanakan. Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap 

usul/saran penyempurnaan yang "'barn'"'. Sepanjang perjatanan 

petaksanaan program seringkali muncut sesuatu yang mendorong 

perlunya revisi pen)'empurnaan perencanaan program. Karena itu, 

dengan adanya pernyataan tertutis. dapat dikaji seberapa jauh usulan 

revisi tersebut dapat diterima/ditolak. agar tujuan yang diinginkan tetap 

dapat tercapai. baik dalam arti jumlah. mutu dan waktu yang telah 

ditetapkan. 

3. Sebagai rantai koordina-;i. Perencanaan mencegah kesalahpahaman 

tentang tujuan akhir dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang 

dirasakan maupun yang tidak dirasakan. Perencanaan membantu 

pengembangan kepemimpinan. yaitu dalam menggerakkan semua 

pihak yang terlibat dan menggunakan sumberdaya yang tersedia dan 

dapat digunakan untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki. 
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4. Sebagai dasar monitoring dan evaluasi Perencanaan memantapkan 

tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai. yang perkembangannya 

dapat diukur dan dievaluasi. Untuk. rnengetahui seberapa jauh tujuan 

telah dapat dicapai. maka diperlukan pedornan yang jelas. dapat 

diukur. dapat dievaluasi setiap saat oleh siapa pun. dan sesuai patokan 

yang telah ditetapkan. 

5. Sebagai rantai koordinasi Perencanaan juga membantu pengembangan 

kepemimpinan, yaitu dafam menggerakkan semua pihak yang terfibat 

dan menggunakan suntber daya yang tersedia clan dapat digunakan 

untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki. 

6. Sebagai inventarisasi kebutuhan Perencanaan mencegah 

kesalahpahaman tentang tujuan akhir, dan mengembangkan 

kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan maupun _yang tidak dirasakan. 

7. Sebagai alat untuk mencocokan perencanaan. pelaksanaan. hasil atau 

perencanaan. pengembangan dan kesejahteraan Perencanaan 

menghindarkan pemborosan sumberdaya (tenaga.. biaya. dan waktu) 

dan merangsang efisiensi pada urnumya. Perencanaan juga menjamin 

kelayakan yang dilakukan di dalam masyarakat dan yang di1aksanakan 

sendiri oleh masyarakat setempat 

Manfaat perencanaan juga sebagai berikut: 

a. menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai~ 

b. memberikan pegangan dan rnenetapkan kegiatan-kegiatan yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut; 
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c. organisasi memperoleh standar sumber dana terbaik dan 

mendayagunakan sesuai dengan togas pokok dan fungsi yang telah 

ditetapk.an; 

2. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan 

pembangunan yang forumnya adalah musrenbmig, maka dapat disaring 

aspirasi masyarakat., clan dijadikan sebagi bahan masukan bagi penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dalarn dokumen RKPD tidak 

diperbofehkan/diperlcenankan memasukkan programikegiatan barn yang 

tidak. melalui proses musrenbang, artinya perencanaan pembangunan dinilai 

sudah cukup efektif sebab merupakan kebutuhan masyarakat dari hasi1 

penjaringan aspirasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan daerah (musrenbang), walaupun tidak seluruhnya aspirasi 

masyarakat terakomodir. sebab dihadapkan pada keterbatasan sumber daya 

keuangan pemerintah.. 

B. SARAN 

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan 

untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini, khususnya bagi 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara sebagai objek 

peneJitian adalah: 

L Perlunya dibuat Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Sebab dengan Peraturan Daerah tersebut 

merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan 

masyar.ikat dalam pemerinta.han, dengan adanya Peraturan Daerah tersebut 
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maka pemerintah berkewajiban untuk memobilisasi masyarakat untuk turut 

serta dala.m pembangunan. 

2 Badan Perencanaan Pembangunan Derah Kabupaten Suka.mara harus lebih 

transparan. dengan membuka akses yang mudah bagi masyarakat terhadap 

informasi dokumen-dokumen publik. dengan demikian masyarakat akan 

dapat melak.ukan kontrol sosial, sehingga kemwigkinan terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh pemerintah daerah dapat 

diminimalisir. 
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Lanwiran l 

PI.DOMAN WAWANCARA 

L Dengan lahirnya Undang-lJndang Nomor 23 Tahun 2014~ Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. 

menghendak.i agar peuyelenggaraan pemerintahan dilandasi dengan prinsip

prinsip kepemerintahan yang baik atau lazim disehut dengan Good 

Governance. Apakah Bappeda sudah menjalankan prinsip-prin.sip Good 

Governance ( Partisipasi, Transparansi)? 

Jika sudah., 

T ransparansi dalam hal apa'1 Partisipasi yang bagaimana? 

2 Apakah dalain menjalankan prinsip-prinsip Good Governance (Partisipasi, 

Transparansi) tersebut Bappeda pemah mengalami kesulitan/ hambatm'? 

Jika pemah. hambamnJ kesulitan yang seperti apa? 

3. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. menghendaki adanya 

partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan }'31\g salah satu 

forumnya adalah Musrenbang. Apakah dalam Musrenbang. Bappeda sudah 

mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi? 

Apakah partisipasi masyarakat daiam pembangunan tersebut diperiukan? 

4. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tersebut? 

Apakah memang seperti itu bentuk idealnya? 

Mengapa? 

5. Apakah aspirasi masyarakat dalaJn Musrenbang selatu diakomodir dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (RPKO)? 

6. Secara teoritis .. ranah partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak 

hanya mencakup partisipasi dalam perencanaan pembangunan. tetapi juga 

masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam tah.ap penganggaran. 

imp1ementasi dan evaluasi. Apakah dalarn penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran {RKA) masyarakat dilibatkan seperti halnya dalam penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)? 

7. Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang partisipasi masyarakat 
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dalam pembangunan. maka pemerintah berkewajiban untuk memobilisasi 

masyarakat untuk turut serta dalatn pemban!,.runan. dan Penta merupakan 

saranan h.u.kum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan 

masyarakat dalam pemerintahan.. Apakah tata cara ! prosedur partisipasi 

masyarakat adalam perencanaan pembangunan sudah terlemhagakan dalam 

suatu Peraturan Daerah? 

&. Apakah Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

implement.asi RKPD? 

9. Jik.a dalam pelaksanaan RKPD tetjadi suatu penyimpan~ misalnya ada 

program pembangunan yang tidak terealisasi sebagaimana mestinya, apak.ah 

Bappeda melakukan suatu tindakan k.orel'tif! 

to. Bagaimana mekanisme yang dilakuan Bappeda untuk. mengidenrifikasi 

kebutuhan masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan rnasukan bag1 

penyusunan Rencana A wal RKPD'? 

11. Apakah program-program pembangunan dalarn RKPD sudah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat? 

12 Bagaimana praktek sistem perencanaan pembangunan daerah pada 

Kabupaten Sukamara? 

13. Apakah sudah menerapkan sistem perencanaan pembangunan partisipatif 

secara mumi sesuai dengan teori. dimana masyarakat dilibatk.an dalam 

setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan? 
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IM'YA: 
L Dengan lahimya Undang-llndang Non"\Of 32 Taboo 2004, Undang-l5nda.ng 

Nonmr 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, 

menghendaki agar penyelenggar"dail peinerintaban dilandasii dengan prinsip

prinsip kepemerintahan yang bail a1aU la.rim disebu1 dengan Good 

GoiY!rnwx:·e. Apakah Bappeda sudah men_~ prinsip-prinsip Good 

Governan(:e (Partisipasi. Transparansif! 

Jika sudai\. 

Transparansi da1am hal apa'! Partisipasi yang bag;llmana? 

JAWAB: 

Bappeda sudah menjalankan prinsip-prinsip Good Govemanre ( Partisipasi. 

T ransparansi) tetapi datam tingkatan yang - cW...rup baik.- . 

T ransparansi yang dilal'Ukan Bappeda dalam hal mensosialisasikan jadwal 

pelaksanan Musrenbang (Musrenbang Desa/K.clurahan. Musrenbang 

Kecamatan. dan Musrenbang Kabupalen). Sosialisa..<ii tersebut dilakukan 

dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan 

Musrenbang ke Desa/Kelurahan. lalu selanjutnya DesaJKelurahan akan 

mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbang tersebut. 

biasanya sosialisasi yang dilakukan Desa.IKelurahan dengan membuat 

pengumuman di papan pengumuman kant:O£. 

Bappeda akan menyampaikan Surat undangan atas nama Bupati kepada 

Desa/Kelurahan atau Kecamatan dengan terlebih dahulu menerirna Surat 

Eda1an Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan dengan Menteri Dalam 

Negeri Tentang Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Musrenbang. 

Selain itu. transparansi juga diterapkan dalam dokumen--dokumen publik 

seperti dokumen Ang,garan Pendapatan dan Betanja Daerah ( APBO) dan 

Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (RKPO) yang dapat diak.~ of.eh 

masyarakat. Dokumen RKPD disosialisasikan dalam Musrenbang 

Kabupaten. sedang dokumen APBO dapat diketahui oJeh masyarakat pada 

J 
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saat Sidang Paripuma DPRD dengan agenda pembahasan Rencam Ketja 

Anggaran (RKJ\ ). 

DaJam baJ pertisipasi. Bappeda sefa.Ju metaksanakan Musrenbang secara 

bertabap. dimubi dari Musrenllang Desa/Keturahan~ Musrenbang 

Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten_ Dimana daJam proses Musrenbang 

tersebut telah melibatkan masyarakat. Narm.m ada kertdala yang dihadapi 

dalam setiap peJaksanaan Musrenbang, yaitu jadwaf pelaksanaan 

Musrenbang yang sering tidak tepat ""·aktu dikarenakan tcrlarnbatnya Surat 

Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangrman dengan Mendagri 

diturunkan ke Kabupaten / Kabupaten. B~ sudah merekomenda.sikan 

kepada Pemerint:ah Provinsi agar Surat Edarnn tersebut: dapat diturunkan 

dibulan Nm'ember! Desember. narnun sampa.i saat ini belum mendapat 

tanggapan dari Pemerintah Pu.sat dan Pemerinlah Provinsi. 

TAIYXA; 

L Apakah dalmn ~f.llankan prinsjp-primip Gaoo Gow.mtlt'lre (Parrisipasi. 

T ransparansi) tersebut Bappeda pemah mengafamr kesufitanl hamhatan? 

Jika pemah. hambatan/ kesufitan yang seperti apa? 

JAWAD; 

Bappeda pemab mengalami kesutitan dan hambatan daimn menjahmkan 

prinsip-prin~ip Good Gm¥:'mnoc~ (Pru'tisipasi dan Transparansi)_ Dafam haf 

transparansi misatnya betum maksimat dijalankan, hat ini terlthat dari dokumen

dokumen publik seperti APBD dan RKPD yang tidak dapat dengan mudah 

diak_~ oleh masyarakat tuas. Dol-umen tersebut hanya dapat diakses dalam 

forum seperti Musrenbang dan Sidang Paripuma DPRD. Sebab adanya 

kekhawatiran dari Pemerintah Daerah bifa dokumen tcrsebut dipubrikasikan 

secara bebas kemasyarakat luas... maka akan rnenimbulkan reaksi yang negatif dari 

masyarakat bila mereka merasa aspirasi yang mereka usung daiam Musrenbang 

tidak sepenuhnya terakomodir daJam RKPD. Pemerintah Dat.'!'ah khawatir akan 

timbul konflik dan berimplikasi pada terganggunya stabilitas politik K.abupaten 

Sukamara. Persepi masyarakat awam. tentun) a mereka menghendaki agar usu Ian 

pembangunan mereka dapat diakomodir sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah 

42855.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



3 

~oaj program pembangumm tahurnm yang nantmya akan direalisasitran. Karena 

masyarakat tidak masuk datam suatu sistem pemerintahan. seh~~ mereka ridak 

mengerti ba:tm<J ada mekanisme yang mengatur proses pengakomodiran aspirasi 

masyarakat tmtuk dijadikan sebagai program pembangunan tabumn atau disebut 

dengan Reocana Kerja Pemerimah Daerah (RKPD). Bappeda memang berperan 

sebagai fusHitatDr' dalarn perencanaan pembangunan. Bapped:l bertugas 

mensosiaHsasikan jadwa! pefaksanaan Musrenbang yang drmufai dari !\.fusrenbang 

Desa/Kelurahan. Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. sosialisasi 

tersebut dalar:n bentuk Surat undang;m yang ditanda tangani okh Bupati la1u 

dibcrikan kepada pihak Desa!Kefurahan dan Kecarnat:an. K.etika ~fusrenbang 

Dcsa/Kelurahan dilaksanakan. aspira.sj masyarakat aka.n ditampung sepenuhnya. 

1alu Desa/Kelurahan akan mendokumentasikan aspirasi masyarakat tersebut dalam 

bentuk proposal yang n.antinya akan dibah.as. kemoofi dalam Musre:nbang 

Kecamatm. TKfak. sepenuhn)'a aspiras.i masyarakat dalam Musrenbang 

Desa/Keluramm diakomodir dalam RKPD tetapi h:arus ditentukan l 

diidemifikas.ikan apa yang rnt."»jadi sL.Ua pri-0r~w KecamaJan Jan seterusn}a 

da1am Musrenbang Kabupaten,, prioritas. Kecamatan disesmikan dengan program 

pri04"it.as Kabupaten dan seterusn:ya sampai ketahapan Musrenbaag Pro't'insi dan 

Musrenbang Nasi-OnaL Sehingga a.spfrc1Si ma.syaraA.at pada. tingkat Desa/Kelurahan 

tidak dapat sepenuhnya terak.omootr. 

Dengan sistem pereaicanaan pembangunan seperti (tu.Lah salah satu penyebah 

minimnya partisipasi rnasyaralat da1.afn pembangunan. Pemerin£ah daerah sudah 

berusaha untuk menyertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang 

forumnya Musn:nbang.. tetapi pada. praktebt)a sering terjadi Musrenbang 

Desa/Kelurahan }ang mmim partisipasi mas}arakat. 

Ada hal yang menyebabkan masyarakat enggan k!tfibat dalam 

pernbangunan. Hal tersebut antara lain, yaitu sikap apatis masyarakat.. mkarenakan 

rendahnya pendidikan polirik masyarakat. sebmgga mereka tidak mengerti 

peranan dan manfaat serta fungsi diadakannya Musrenbang. masm rendahnya 

akses terbadap informasi publik.. kemandirian organisasi warga. rendahnya 

keterlibatan kelompok perempuan dan rendahnya kapasitas mengdofa forum-
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forum musyawarah. 

TANYA; 

I. Sesuai dengan amanat [; ndang-Undang N-0mor 15 T ahun 2004 T enrong 

Si.stem Pere~anaan Pembangunan Nasional~ mengfrendaki adnn] a 

pa:rtisipasi masyacakal da1am Percocanaan Pembang.unau yang saiah sa1ll 

forwnnya adaJah Mu.srenbang.. Apakah dalam MU5Eenba:ng. Bappeda sudah 

rnc~ak:. rnas)arakat untuk lkut serta berpartisipasi? 

Apakah partisipasi masyarakat da:lam pembatl.gtman tersebut diperlukan? 

JAWAB: 

Bapped'a sudah mengajal masyar.lkat uatui. ~ dalam 

pembangunan.. contohnya, mela.fui DesaiKdurahan. ~ sudah 

mensosiatlsasikan jadwaf pelaksanaan Musrenbsng DesalKeturahan dan 

sclanjutnya Desa/Kdurahan yang akan mengumumkan kepada mas.yarakat untuk 

ikut serta dalam proses Musrenbang. Pdrtisipasi masyarakat daram pembangunan 

sangat penting. karena dengan meHbatkan masyarakat akan diketahui apa yang 

me~jadi kebutuhan ffia!'>'}'arakat.. sehtng_ga dapat disusun program;wogram 

pembangunan yang merupakan kebotuhan masyarabt, bukan sekedar keinginan. 

Selain itu.. dengan partisipasi masyarakat akan menimbufkan rasa .. seme of 

belonging·· (rasa memitiki) terhadap hastl-hasil pembangunan .. yang beTimplikas1 

masyarakat akan tumt serta mernehlmra hasil-hasil pembangunan. 

Contolr: saat mi pembangunan jafan-jalan di Kabupaten Sukamara hampir 

merata., hampir tidak terdapat Iagi _iafan-jaian yang rusak. Masyarakat ikut 

menjaga hasif pembangunan dengan mendinbn portal-portal. Jadi jika ada 

kendaraan yang beratnya I kapasitasnya metebihi peringatan beban maksimaf yang 

tertulis diportat maka kendaraan tersebur tidak diperbofehkan mefintas. Sehingga 

jafan tidak mudah rusak. 

Ada contoh kasus di Kabupaten lain, dimana Pemerintah daerahnya 

membangun parit-parit. tetapi perencanaan dahutu tidak metibatkan partisipasi 

masyarakat. lmptikasinya, ketika parit-parit tersebut tersumbat dan dipenuhi oteh 

sampah. masyarakat tidak berinisiatif untuk membersihkannya, rnereka malahan 

mengbarapkan dan menunggu pemerintah untuk membersihkan parit-parit 
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TA.1'~A: 

5 

l. ~oaimana bentuk. partisipasi masyarakat dataJn Musrenbang tersdM? 

Apakab memang seperti itn bentuk ideatnya? 

Mengapa? 

.JAWAD: 

Ma~kat ditmdang datam Musrenbang.,. dan masyarakat berltak untuk 

menyampaikan aspirasinya. Sistem kornunjkasi yang digrmakan dengan cara 

berdialog antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Dimana Pemerintah 

Oaerah menampu.ng aspirasi rnasyarakat berdasarkan permasafahan-pemrasa.Jahan 

yang terdapat da?arn kehidupan masyarakat tersebtrt Tetapi dafa.m hat ini 

partisipasi masyarakat banya sebata..c; penyampaian aspirasi/ masalah-ma.salah 

pada daerah rnereka. tidak dalam ha} rnenentukan solusi pemt."Cahan.. larena 

bagian itu mempakau we\ven.ang Pemerintab Daerah. W a!aupu..'l secara Idealnya. 

da!arn perem..-anaan pembangunan partisipatif saat ini, masyarakat vrajib dHibatkan 

dalarn seti.ap tahapan pemba.n.goo.an. tetapi penerjemahan pereocanaan 

pembangunan partisipatif versi pemerintah berbeda. '.\km11m sudut pa:ndang 

pemerintah, partis:ipasi mas}arakaf cukup hanya dafam penyampaian aspirasi 

dalam ~1uSienbang dan ketika pmses penyusun.an Rencana Kaja: Anggaran 

(RKA), masyarakat ridak dilibatkan, ka.rena m~rupakan "ewef.Wlg pemerintah 

saja (Ek.sdiutif Jan Lcgi.slatif}. Karena dikkn~atirkan partjsipa.sl masyarakat 

dalam setiap tahapan pt.~bangumn han:Ja akan menimbulkan dau1pak high co.5t. 

dan menwnggu konsentrasi k.erja pcmerimab. da:n wabu yang berbelit-belit/ 

lama (red tape_/ 

IAN:XA; 

1. Apakah aspirnsi masyarakat dalam Musrenbang sefah.r diakornodir da•am 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD)? 

JAWAB: 

Aspirasi masyarakat setatu diakomodir datam Mus.reobang. tetapi datam 

tahap pengakomodiran aspirasi m3.S)11.rakat untuk dimasukkan datam RKPD pertu 

disaring kembati. dengan cara berlcoordinasi dengan mstansi-instansi terlrait 
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(SKPD) bdu tfinimll5kan prioritas pembangumm. Dengan adanya skata prioritas 

tcrsebut dan mengingat terbalasn)'<! sumber daya dana dan ~<aklu. mab ridak 

sepenuhnya I selumhn)'"a kehendak ~·arakat dapat diakomodir daJam RKPD. 

Oalam APBD memang alokasi :mggaran pubfjk taparrotll.Y v:pending Jkbih 

besar dari pada anggaran pembangunan rpuhlic .v-pendingl. yaitu ~'1 berb:mding 

30-4. Tetapi hat tersebil hanya difihat dari segi kuantitatif Yang perlu diketaJmi 

bahwa 7°'{i aporotus sperrding itu pun ditujukan untuk penunjang kemudahan 

pdayanan pubfik. 

TANYA: 

l. Secara t.eoritis.. raoah pwtisipasi masy &-akat dalam pembang.unan tidak 

hanya mencakup partis.ipas.i daWn perencanaan pem~ tetapi juga 

masyarakat berhait. untuk berpartisipasi dalarn tabap penganggar.uL 

impkmentasi dan ~aiuasi. Apakah dafaJn penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) rnasyarakat dihbatkan seperti halnya dalam pen:yusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerab ( RKPO}? 

JAW AB: 

Da1am penyusunan Rencana Kaja Anggaran (RKA >. partisipasi mas~arakat 

diwakifi oleh anggota DP'RO. adapun mekanisme penyusunan RKA ~·airu. 

SKPD mengusulkan anggaran untuk program kerja mereka. lalu oteh tim 

penyusun anggaran (_Bappeda. Dinas Pendapata:n. Pengeloia Keuangan mm Aset 

Daerah/DPKAO) dibahas bersama-sama. dan tim memutuskan atau menentukan 

skala prioritas pembiayaan kegiatan yang ditentukan. fa:tu setefah disepakati 

kemudian diusnfkan ke OPRD lalu dtparipumakan. daiam tahap ini . masyarakat 

(Organisasi Kemac;yarakatan, LSM. Pers) diperbotehkan untuk rnenghadiri. Dan 

setelah disetujui oteh DPRD, lafu akan d~'3hrasi oteh Gubemur. jilra to hari 

sudah bertafu tanpa tanggapan. maka RKA dianggap sah dan merupakan pedoman 

penyusunan APBD 

Secara tebih renci pengintegrasian RKPD ke datam proses penganggaran 

daerah dan penyusunan RKA SKPO yaitu: 

Pengintegrasian RKPD ke datam proses penganggaran tahunan daerah 

di!akukan mdalui 3 (tiga) hat yaitu: Kl!A~ PPAS. dan RKA SKPD. KUA .. PPAS. 
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dan RKA SK.PD memiliki fung.si penting dan sangat fundamental karena 

menjembatani proses penerjemahan rencana ke daiarn pengangganm. KUA. 

PPAS. dan RKA SK.PO disOSlm untuk memastikan bahw1l kesepakatan 

stakeholder atas ttrjmm.. sasaran. dan target perencanaan dapat direalisast'kan. Oleh 

karena itu sangat perlu diperbatikan koosistensi dolrumen perencanaan seperti 

RKPD. RenjaSKPDdengan KlJA. PPAS. dan RKASKPO. 

Penywso11an KUA daa PPAS 

Penyusumm rancangan Kebijak.an l'mum APBO (Kl!A~ serra r.mcangan 

Prioritas dan Pfa.fon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan tan&,oUng jawab 

Kepafa Daerah. Penyusunan rancangan KUA mengaeu pada Pera.turan Kepala 

Daerah tentang RKPD dan berpedoman pada Pedoman penyusunan APBD yang 

ditet.apkan oleh "1enteri Dalam Negeri set.iap tahun. Sedangkan pcnyusooan 

:rancangan PPAS disusun setefah terdapat kesepakatan KUA antara Pemerintah 

Daerah dengan DPRD yang menjadi dasar penyusunan PPAS_ 

Sedangkan esensi Prioritas dan Pfafon Angg.aran Sementara adalah sebagai 

berikut: 

1. Disusm h:..~rkan KU,"\ yang telah di~pakari 

2. Drsusun oleh TAPD dan dina.s lx"i'Sarna ?anrtia Angg;aran DPRD 

Pri11si~p Pen} USmtaB KUA da.11 PP AS 

Penyusunan KUA mengacu pa£fa Perkada RKPD dan penyusu.nan PPAS mengacu 

pada KUA yang telah disepakati antara Pernerinr.ah rh:rah dengan D?RD. 

Prinsip-pri:osip penyu.sunan KUA dan P'PAS adalab sebagai berikut: 

I. Rancanga:n KUA disampaikan oleh K.epa!a Daerah kepada DPRD paling 

lambat pada: pertengahan bWan .Juni. 

2. R.ancangan KUA berisibB antara lain: 

a. Pencapaian kinei:_ja dan urata.n rin.gkas identifikasi 

permasalahanlhambatan dan tantangan utaina pada tafwn sebelumnya. 

perkiraan tahun berjafan dan peri;.irnn tahun j mg direncmakan. 

b. Gambaran umum prioritas. pembangmian }ang d~ d:aiarn 

RKPD 

c. Kerangk.a ekonomi makro dan implikasinya terlladap smnber 
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pendanaan. yang memuat asumsi dan kondisj yang menjadi dasaT 

pencapaian ~saran tahun rencana.. yang ~'angfrnt: ( I ) taju mftasi 

(2) pertumbuhan ekooomi regional (3) tmgkat penganggurnn 

regiooat ( 4) asumsi lanmya yang digunakan. 

d. Perkiraan penerimaan untuk mendanai seturuh pengetuaran pada 

tahun yang direfiQ!nakan. 

e. Format KUA diatur daJam Perntendagri f 1"2006 

J. Rancangan KL'A dibahas bersama Pemda dengan DPRD 

4. KUA yang telah disepakati menjadi acuan bagi Kepala Daer.ID wrtuk 

menyusun rancangan PP . .\S dan selanjutnya rancangan PPAS te:rsebut 

disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama. 

5. Pembahasan PPAS paling Jambat dilaksanakan pad.a mi.n&:QJJ ledua bubt.n 

Juli. 

6. PPAS memuat Priorita5 dan Pfafon Anggar.m menurut urns.an wajib/piHhan 

dan organisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daer.th 

7. Pembahasan P?AS mdaiur kmgkah-fangk.ah berikut; 

a. MeneBtukan skal-a prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan. 

b. M.enentukan urutan program dalam masing-masin.g urusan 

c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk ~asrng program. 

Pef1Y11Sanat1 RKA SKPD 

RK.-\ SK.PD ad.alah doknnren pereru:anaan Jan penganggaran ) ang berisi 

rencana pemf.apalan. rencana bdanja program. dan kegi.atan SK.PD sata rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusooan APBD. 

Pendebtan dalam penyusunan RKA SKPD ada.lah sebagai berikut: 

L Disusun beniasad:an KUA APBD dan PPAS yang reiah disepakati 

2. Disusun dengan rnenggunabn pendekatan kerangb pengduaran jangka 

menengah daerah.. penganggaran terpadu dan anggaran kiw...-"rja 

3. Menggunakan prakiraan maju-perkiraan belanja untuk tahun berikutnya 

4. Menggunakan pendekatan kinerja (rnasukan dan keluaran 

5. Penifaian kewa_}aran dengan Smndar Analisis Be~a (SAB} 

6. P'endekatan ASB : Analisis SrandaT Biaya untuk menilai kew~)aran Behan 
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Kerja dan Bia)t1 

7. Sesuai dengan TI}POKSI SKPO 

8. Menggunakan Standar Biaya 

9. Menggunatran Totok UkurKinerja 

10. Tcrdjri alas betanja fangsnng (kegiatan) daP. beJanja tidak Jangsung 

{periooik arau non kegiatm) 

Prmsip-prnmp PH,·115Bmur RXA SK.PD 

RKA SK.PD disusun dengan prinsip-prinsip St---bagai benli.ut:-

1. Kepala SKPD diharrtu tim pen)usun Reaja SK.PD menyusun RK..A.- SKPD 

mengacu pada pedoman penyu.wnan RKA-SKPD yang ditetapl.an Kepala 

Daerah terma.suk lampirannya yang mencakup KV.;\,. PPA .. kode rekening 

APBD. form.at RKA-SKPD, analisis standar belanj.a. sta.ndar satuan harga. 

serta mempertimbangkan standar pelayanan minimal (S~'f) 

... 
..}. 

RKA SKPD yang disusun menggunak.an pendekat:an kerangka 

pengeluaran jangb menengah daerah.,. penganggaran terpadu dan 

pengan~ berdasarkan prestasi kinerja. 

RKA-SKPD berisik<m : 

a. RiB.gka.san Anggarnn Pend.apamn, Bdanja dan ~bia:yaan SKPD 

b. Riocian anggaran pendapatan SK.PD 

c. Rinci.an anggaran bia:ya tidak. ~SK.PD. 

d. Rebpitul.asi rincian angg.aran belanja langsung menurut proee)""am dan 

kegiatan SKPD untuk tahun rencana dan tahu.n berikutnya (r&I)... 

e. Rincia:n penerimaan pembia.yaan daerah 

( Rincian pengeluar.ut pembiayaan daerah 

JANYA; 

L Deng.m adanya Peraturan Daerah (Perda} tentang partisipasi ~11arakat 

dafatn pembangunan. maka pemerintah berlt.ewajiban untuk memobilisasi 

masyarakat untuk turut serta da1am pembangunan. dan Pl."Tda merupakan 

saranan hukum yang penting bagi jaminan pengakuan ketedibatan 

masyarakat dalam pemerintahan. Apakah tata cara i prosedw partisipasi 

masyarakat adalarn perencanaan pembangunan sudah teriembagakan dalam 

42855.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



suatu Pernturan Daerah? 

JAWAB= 

Prosedur parrisipasi ~-arakat datam pembangurnm bdnm ~kan 

dalam suatu Perda sebab jitra pemerintah daerab mgm mengcl.uartran Perda_ mafra 

ada pmsedur nya ~-aim, memmggu tnstruksi dari Men~ori. fnstruksi ini 

merupakan landasan hukum pembuatan Perna. 

T&-n'Ai 

1. Apakah Bappeda melakukan monitoring: cbn evahrasi terhadap 

impkmentasi RKPIY? 

JAWAB: 

Bappeda sdalu meJ.akukml monitoring dan evaJuasi_ sebab haJ tersebut 

merupak.an. mgas pokok dan fu.ngsi &ppeda bi.dang morutoringda:n pdaporan. 

Setia:p triwuJan Bappeda. ak.an memonitor pelaksa.naan pembangurum pada 

masing-masing Satnan Kerja Perangkat Daer.ah (SKPD). Apakah SKPD tersebut 

sudah menjaJankan program kerjanya sesuai dengan rencana atau belum. Jika 

beJum~ m.aka Bappeda akan· meminta penjdasan ~ iast4msi yang bdum s.xara 

maskimal menjalankan program kerjan)a, lalu has.if dari m-0nitoring rersebut akan 

didolu.unent.asi.kan daJam laporan yang n.antin:ya akan disampailran kc l.nspt:kt-Orat 

Daerah (ln.spdltordt} dan Bup<itL 

IAi.~YA; 

l. Jika daiarn pelaksa.naan RKPD rerjadi suatu pen) impangan,. misafuya aJa 

program pemba.ngun.an Jang tidal terealisasi sebagaimana: mesrinya... apakaf1 

Bappeda melakukan swcu tindab.n loreltif? 

JAWAB: 
Ya. sesuai dengan T upoksi &ppeda maka Bappeda sdafu memoniror dan 

mengevaluasi impkmentasi program-program pembangunan masing-masmg 

instansi (SK.PD}. dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait. Jib ada 

terdapat program pembangunan yang bdum terealisasi . mab Bappeda akan 

kembali mengusulkan program pembangunan yang belum tereaiisasi tersebut pada 

Musrenbang yang akan datang. Sebab memang iidak sepenuhnya pogram

program pembangunan dalam RKPD rereabsasi sesuai dengan waktu dan rmcana 
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yang tclah ditetapkan mengingat ketabatasan sumbcT dana keuangan dan skaJa 

prioritas pembangunan. 

TANYA: 

1 . Bag.aimana mclranisme yang diJ.akuan Bappeda umuk mengiden:tifikas; 

kebutuhan rna<;yaralrat: untuk d~jadikan sebagai bahan masukan bagi 

penyusum.m Rencana Awai RKPD? 

JAWAD: 

Dengan me!akukan sistemjaring asmara {aspirasi masyarakat) damn bentuk 

melakukan public hearing. Arau larrgsung terjun kelapangan dengan meUhat dan 

memantau langsun.g kondisi sosiaJ rnasyarakat. Dal.am hal menginvemarisir 

permasalahan daJam bidang ekonomi sosra1 dan buda}a {pendidikan dan 

keseh.atan). Bappeda berkoordinasi den.gall SKPD terk.ait • Jafo mdaJui SK.PD 

tersebut dikumpulkan data-data / informasi )ang menyangkut kebutuhan 

masyarakat Problem-problem yang dis.arnprukan SKPD menjadi input bag:i 

Bappeda untuk pen] u.surum renca.na •n"al . Jadi dalam haI ini, Bappeda berperan 

sebagai unit pcrem:ana, se.dang ma.salab teknis dija1.ankan oleh masing- mas.ing 

SKPD. 

TANYA; 

I. Apakah prngram-program pembang,unan da1azn RKPD sudah seSHai deagan 

kebutuban m.as)arak.ar? 

JAWAB; 

Program-progran:1 pembangunan daiam RKPD sudah: sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, sebab progrdm-program pembangttna.l.'l dalarn RKPD 

tersebut adalah has.if akhir dari peajaringan aspira.si masyara1at dalam 

Musrenbang_ Sehingga merupabn kdJutuhan mas}arakat. walaupun bdum 

sepenuhnya menampung aspirasi masyarakat sebab penentuan program 

pembangunan untuk dimasukk:an datam RPKD adalah basil seleksi benfasarkan 

skata prioritas dan mengingat keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah. 

Kuaiitas dan dektifitas RKPO ditenrukan oieh adanya hal-hal sebagai 

berikut 

a_ Review yang cukup menyehwuh tentang ldnerja pembangunan daerah dalam 
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periode latu 0-3 1abun laJu) untuk mengidentifikasi ~ internal dan 

ekstemat ~'31lg telah berpengaruh pada kinerja pdayanan SKPD 

b. Keje1asa.n rumusan stalu<t dan kedudukan kjnerja pemba.ngunan daerab masa 

kini daJam penyeknggaraan berbagai fungsi.. um5an wajib. at.au urusan 

pilihan 

c. Kajian perspektif ma..a depan daerah: mengantisipasi pembah:m- pernbahan, 

kecenderungan perkernbangan internal dan ekstemaJ ~·ang diperkirakan akan 

mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dan merumuskan apa yang 

perlu dilakukan agar kinerja daerah daJam pernbangunan dapat 

ditingkatkan., lebih efisieo. dan efektif. 

d. Rumusan isu dan perma.salahan strategis pemb.afl&J:tman daerah dan 

identifibsi Jangkah-langkah strategis WJ1uk memperbaiki kinerja 

pembangunan daerah 

e. Konsistensi dan hubungan yang jd.as amara RKPD dengan vis}~ misi~ dan 

agenda Kepala Daerah terpilih~ rujuan. st1alegi, kebijalran, mm capaian 

program RPJ~ID, RKPD, mm Pedoman Penyusooan APBD yang 

ditemitkan oleh MENDAGRJ. 

f. Penerjemahan _yang b-c1ik dan sistematis dari visi.. misi~ dtm agenda Kepa)a 

Daerah terpilih dan RPJMD ke da1am perumusan wjuan (Sl\t.\Rn~ straregi, 

dan k.ebijabn.. program. dan kegf.atan pembangunan dacrah.. 

g. PenyUSUflaft Program dan Kegiatan berba.sis kioerja dan ~omodasikan 

Standar Pelayanan Minimal 

h. Kesesua.ian amara. basil rumusan isu strategis dalaJn pengdoEaan keuangan 

daerah dan lendala fiskal daerah dengan rumusan tujuan:. straregi. dan arah 

lebijabn leuangan dan pembiayaanRKPD 

'- Dilakubnnya proses perencanaan yang demokraris dan partisipatif dalam 

keselmuhan proses pengambilan keputusan penyus.unan RKPD dan 

kesesuaian amara RKPD dengan hasif-hasif kesepakatan Musrenbang dan 

forum Multi SialceholderSKPD 

IANXA; 

L Bagaimana praktek sistern perencanaan pembangunan daerah pada 
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Kabtrpaten Submara? 

2 Apakab sudah mene•apkan <ristem perencanaan pembangmrm pmtisipatif 

secara mumj sesuai dengan teori. dimana masyarakat ditibatkan datam 

setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan'? 

JAW AB: 

s;stem pereocana.an pembancoY\IDafl ~ K.abt.tpaten Sukamara sudah 

menerapkan Perencanaan Pernhmgunan Partis.ipati( mmun Pcrencanaan 

Pem~PUnan Partisipatif daJarn ha} ini diterjemahkan se:ara berbeda oleh 

Pernerintab Daerah (Bappeda). dimana Pereocanaan Pembangurum Partisipatif 

menurut persepsi Bappeda tidak sdmmpleks dan seidefil teori Pereocanaan 

Pembangunan Partisipatif itu seraliri Secara teorilis.. dalam system poJitik 

demokratis.. m.asya."akat merupakan pemegang kedanlatan tertinggi,. dengan posisi 

mulia masyarakat tcrsebut. maka menjadikan masyara.Jrat .sebagai subjek 

pembangun.an., maka lebih jauh,ma.syarakat sejatinya diJibatkan daJam setiap 

tahapan peoyefengg.araan pemerintahan. DaJ haJ pembangun.an misalny~ ranah 

partisipasi masyaraht yaitu, pada t.ahap pereocanaan, pcnganggaran,. 

implemenra.si dan evah.ras.i. N.arm.m, pada praktekn}a teori t.ersebut jika 

diimplement.asilran tidak semudah membalillan kedua telapak r.an~. Sehingga 

pada talanaJ1 praktis.. partisipa.si masyar.:!kat hanya da1am penjampaian asprasi 

da.larn lahap perencanaan pembanguoan ; ang forumn} a adaJah Musrenbang. 

Sedang pada tabap ~ partisipasi mas}arakat diYiakili oleh DPRD. 

Menurut Bapped:a.. itulah bentui. ideal pa.rtisipasi mas)arakat di Kabupaten 

Sukarnara. Secara lebih spesiftk disebutkan. S.)ste:m perencanaan pembangunan di 

Kabupaten Sukamara adaJah system perencanaan pembangunan partisipatif 

tertutup. 

System ini diterapkan karena: 

Keragaman sulu, ras, agama masyarakal Kabupaten Submara. sehingga 

dengan keragaman tersebut sufit untuk menyatukan pendapat diakibat.kan adanya 

sikap egoistic se(f inleresi, sehingga menimbulkan banyak keragaman keinginan 

yang sulit untuk dibuat menjadi satu kesepakatan bersama. 

Dikhawatirkan _tika Perencanaan pembangunan partisipatif terbuka 
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diiaksanabn. maiah akan menimbuJbn lmnfhk.. sebabmasyarabl Katiupaten 

Sukamara dengan tmltm yang beragam,. IPM yang masih rendah.akan sulit tmtuk 

duduk bersama membuat suatu kesepakatan bersama. 

Menurut Bappeda_ sepanjang masyarakat sndah ter1ibat dalam Mmrenbang 

dan aspirasi mereka ditampung I diakomodir oleh pemerirnah.,. itutah mak:na 

Pereno.maan Pembangunan Partisipati( 

Dan secara spesifik sebenamya ada Hrna pendekatan perencanaan 

pern~<7Wlan. dalam penyusunan RKPD yaitu pendekatan teknokratis. politis. 

partisipati( top-do·wn dan bottom-up. 

l. Pcadebaa Tdmolmlm (Stntqis daB Derham Kiaerja) 

Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran 

strategis.. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentuk.an oleh kualitas program 

dan kegiabn yang diusullran RKPD daJmn mencapai tujua."1. sasaran 

pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. 

Penyusunan RKPD pad.a dasarnya sangat erat kaitannya dengan kompetensi 

dalam men)'usun, meng<>rganisasilran, mengimpkmentasikan. 

rnengendal~ dan mengelalu.as.i capaian program dan kegjatan. 

Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal~l .sebagai 

berikoc 

a_ Re\ ie\>\ men1elurufl rentang kinerja pemhmgunan: tmr.m: Iala 

b. Rumu:san stmt.s.. kedudtrkan linerja pembant,7ULWl daerah masa kint 

c. Rumusan pduang dan tanlangan ke depan }aDg mempengaruhi 

penyl.l'S.U:fiafl RKPD 

d. Rwnusan wju:an pembangunan yang memenuhi krireria SL\fART 

(specifK; rneasurahi~ achie'Jable. result oriented. rime boom) 

e. Rumusan altematif strategi unruk pencapaian rujuan 

t: Rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi 

g. Pertimbangan atas kendaia ketersediaan sumbei- daya dan dana 

(kendaia fiskal daerah} 

h. Rumnsan dan prioritas program dan kegiatan SKPO berbasis 

kinerjaf olok ukur dan target kinerja capa~ program dan kegiatan 
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dengan mempe1timbangkan StandaT Petayanan Minimal 

t. Tolok ukur dan target kjnerja keluaran 

j. Totok ukur dan target kinerja hasit 

k. Pagu inditratif program dan kegiatan. 

I. Prakiraan maju pendana.an program dan kegiatan untnk satu tahun 

berikutnya. 

m. Kejelac;an siapa bertan~Dtmg jawab untuk mencapai l!gtJan, sa.saran 

rum hasii dan waktu penydesaian.. termasuk review kemajuan 

pencapaian sasaran 

Peadebba Dcmolrnatis daJI Partisipatif 

Pendclratan demokratis dan partisipatif bermaJrna bahwa RKPD memuat 

hal-hal sebagai berikut.:: 

a. ldentifik.asi stakeholder yang relevan untuk cfilibatlran daJ.am. proses 

pengambiJan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD 

b. Kesetaraan antara stakeholder dari un.sur pemerinlah dan oon pemerintah 

dalam ~--ngambiJan keputusan 

c. T ransparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan 

d. Ketenvakilan Jang memadai dari sefuruh segmen mas)arakat,, terutama 

kaum perempuan dan kelompok marjinal 

e. Rasa manilili masyarakat terhadap RKPD 

f. Pdibatan media 

g. Pelaksanaan Mu:srenbang RKPD .Yang bed.ualitas dari segi penerapan 

perencana.an partisipatif 

h. Koosensus atau k:esepabtan pada semua tahapan penting ~bilan 

leputusan seperti perumusan prioritas isu dan pennasaiahan. perumusan 

tujuan, strategi., dan kebijakan dan prioritas program 

J. Pndebtaa Potim 

Pendek.atan potitis bermakna ballwa RKPO metnuat ~ sebagai berikut: 

a. Konsultasi dengan Kepala Daerah T erpilih untuk petM!rjemahan yang 

tepat., sistematis at.as "isi. misi. dan program Kepaia Daerab TerpiHh 

ke dafam tujuan. st:rategi. k~jakan. dan program pembangunan 
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daerah 

b. Keterlibatm aktif OPRD dalam proses penyusunan RKPO 

c. Pokok-pokok pikiran OPRO dalaJn proses penyusunan RKPO 

d. Review dan evatuasi dari OPRD terhadap rancangan RKPO 

e. Pembahasan terhadap RANPERKAOA RKPD 

f. Pengesahan RKPD sebagai Peraturan Kepala Daerah yang mengikat 

semua pihak untuk melalL..anakannya dalam 1ima tahun ke depan 

4. Peadekatan Bottom-up 

Pendekatan bottom-up bennakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk meJihat 

konsistensi dengan visL misi. dan program Kepala Daerah T erpilih 

b. Memperhatikan basil proses musrenbang dan kesepakatan dengan 

masyarakat tent.ang prioritas pembangunan daerah 

c. Mempertimbangkan hasil forum SKPD 

5. Peadekataa Top dow• 

Pendekatan t~<krwn bermakna bahwa RKPD memuat hal-haJ sebagai berikut: 

a. Sinergi deng;m RKP dan RENJA K/L 

b. Sinergi dan k.onsistensi dengan RPJPD dan RPJMD 

c. Sinergi dan k005istensi dengan RTRWD 

d. Sinergi dan komitmen pemerimah h..~ tujuan-tujuan 

pembangunan global seperti 1\rlillenium Development Goals~ 

Su.s1ainahle Development~ pemenu.ban Hak Asasi Manu.sia. 

pemenuhan air bersih dan sanitasi,. dsb 
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